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Analisis Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak yang Terdaftar di Kantor 
Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan 
 
The analysis of Taxable Person Complience which Registered in The Tax 
Office Primary South Makassar 
 
 





Penelitian ini bertujuan untuk meneliti tingkat kepatuhan pengusaha kena pajak 
jenis usaha industri, konstruksi, jasa, dan perdagangan yang terdaftar di Kantor 
Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan. Pengumpulan data yang dilakukan 
melalui wawancara, dan dokumentasi. Metode yang digunakan adalah metode 
penelitian deskriptif kuantitaf yaitu metode dengan rumus statistik yang berkaitan 
dengan pengusaha kena pajak aktif dan SPT Masa PPN. Hasil penelitian ini 
menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan Pengusaha Kena Pajak jenis usaha 
industri, konstruksi, jasa, dan perdagangan yang terdaftar di Kantor Pelayanan 
Pajak Pratama Makassar Selatan tahun 2013-2015 mengalami penurunan setiap 
tahunnya. Hal tersebut menunjukkan bahwa kesadaran Pengusaha Kena Pajak 
masih kurang akan kewajibannya melaporkan SPT Masa PPN. 
 
Kata kunci: Kepatuhan, Pengusaha Kena Pajak, Surat Pemberitahuan Masa 
Pajak Pertambahan Nilai 
 
 
This study aims to research the level of compliance taxable person in industry, 
construction, services, and trade business which registered in the Tax Office 
Primary South Makassar. The data was collected through the interviews and 
documentation. The method that used in this research is quantitative descriptive, 
which is the methode use statistical formulas related to the active taxable person 
and notice period has been delivered. The results showed that the level of 
compliance taxable person in industry, construction, services, and trade business 
which registered in the Tax Office Primary South Makassar years 2013-2015 
decreased. It shows that the awareness of taxable person still less of their 
obligation to report the notice period. 
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1.1 Latar Belakang 
      Pajak memiliki peran yang sangat vital dalam sebuah negara, tanpa pajak 
kehidupan negara tidak akan bisa berjalan dengan baik. Pembangunan 
infrastruktur, biaya pendidikan, biaya kesehatan, subsidi bahan bakar minyak 
(BBM), pembayaran para pegawai negara dan pembangunan fasilitas publik 
semua dibiayai dari pajak. Semakin banyak pajak yang dipungut maka semakin 
banyak fasilitas dan infrastruktur yang dibangun. Karena itu, pajak merupakan 
ujung tombak pembangunan sebuah negara. 
      Dilansir dalam situs resmi Kementrian Keuangan (www.kemenku.go.id), 
Indonesia termasuk dalam salah satu negara dengan rasio penerimaan pajak 
(Tax Ratio) yang tergolong rendah. Dengan hanya 11 persen tax ratio Indonesia 
masih berada dibawah beberapa negara tetangga, seperti Filipina 12 persen, 
Malaysia 16 persen dan Singapura 22 persen. Namun jika diperhatikan, tarif 
pajak di Indonesia lebih rendah dibandingkan negara tetangga, seperti tarif pajak 
badan di Indonesia 25 persen, di Filipina 30 persen. Tarif pajak penghasilan 
pribadi 37 persen di Thailand, di Indonesia masih kisaran 5-25 persen. Tarif 
pajak pertambahan nilai di indonesia 10 persen, di Filipina lebih tinggi dengan 
tarif 12 persen. Menanggapi masalah tersebut Menteri Keuangan (MenKeu), 
Bambang Brodjonegoro dalam situs m.liputan6.com menjelaskan bahwa tiga 
penyebab rendahnya tax ratio adalah pertama kepatuhan wajib pajak (WP) 





penerimaan pajak terutama dari restitusi atau pengembalian pajak, khususnya 
dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Ketiga, basis WP yang kecil.  
      Berbagai upaya dilakukan pemerintah untuk menangani masalah pepajakan. 
Salah satunya yaitu sistem pemungutan pajak dari official assessment berubah 
menjadi self-assessment (Suandy,2003: 99). Self-assessment system berarti 
memberikan kepercayaan dan tanggungjawab yang lebih besar kepada wajib 
pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang 
terutang. Pemerintah dalam hal ini aparat perpajakan berkewajiban 
melaksanakan pembinaan, penelitian, dan pengawasan terhadap pelaksanaan 
pemenuhan kewajiban wajib pajak. Dengan sistem ini, diharapkan kepatuhan 
WP dapat meningkat yang diwujudkan dalam bentuk pembayaran pajak tiap 
tahun semakin meningkat.  
      Masalah kepatuhan pajak adalah masalah penting di seluruh dunia, baik bagi 
negara maju maupun di negara berkembang (Devano, 2006:12). Banyak hal 
yang dapat mempengaruhi kepatuhan WP, baik yang bersumber dari WP orang 
pribadi maupun badan, aparat pajak (fiskus), maupun yang bersumber dari 
perpajakan itu sendiri, seperti tingkat pengetahuan dan pemahaman WP 
terhadap ketentuan perpajakan. Ketidakpatuhan akan timbul apabila WP tidak 
mempunyai pengetahuan perpajakan yang memadai sehingga WP secara tidak 
sengaja tidak melakukan kewajiban perpajakannya, seperti tidak mendaftarkan 
diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), tidak melaporkan 
Surat Pemberitahuan (SPT), atau para WP melakukan kewajiban Perpajakan 
tetapi tidak sepenuhnya benar, seperti membayar dan melaporkan pajak tidak 
sesuai dengan waktu yang telah ditentukan atau kurangnya sosialisasi dari 





      Kepatuhan Wajib Pajak yang tinggi dapat meningkatkan penerimaan pajak. 
Pada dasarnya penerimaan pajak terbagi menjadi dua golongan, yaitu pajak 
langsung contohnya Pajak Penghasilan (PPh) dan pajak tidak langsung 
contohnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Dilihat dari segi penerimaan, Pajak 
Penghasilan dapat membantu negara dalam membiayai pengeluaran, namun 
tidak semua orang dapat dikenakan PPh. Contohnya Pajak Penghasilan pasal 25 
hanya dapat dikenakan kepada orang pribadi atau badan yang telah 
berpenghasilan diatas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Tetapi hal itu tidak 
berlaku bagi Pajak Pertambahan Nilai, karena pajak tersebut dapat dilimpahkan 
kepada orang lain sehingga memungkinkan semua orang dapat dikenakan PPN. 
Oleh karena itu, walaupun seseorang belum memiliki NPWP tetap terkena PPN. 
Dan seperti yang diketahui bahwa hampir seluruh barang-barang kebutuhan 
hidup rakyat Indonesia merupakan hasil produksi yang terkena PPN.  
      Kondisi ekonomi saat ini, seperti tingginya inflasi, menurunnya daya beli 
masyarakat, dan naiknya harga barang-barang akan mempengaruhi tingkat 
konsumsi masyarakat, dan tentunya berpengaruh terhadap penerimaan PPN 
karena PPN adalah pajak atas konsumsi (Susan, 2015). Turunnya tingkat 
konsumsi konsumen juga akan mempengaruhi kondisi produsen dalam hal ini 
adalah para Pengusaha Kena Pajak (PKP). PKP adalah pihak yang wajib 
melaporkan, memungut dan menyetor PPN diatur dalam pasal 4 huruf a, huruf c, 
huruf f, huruf g, huruf h, dan pasal 16 D serta pasal 1 angka 15 UU PPN 1984.  
      Hal ini kemudian mendasari peneliti untuk mengetahui tingkat kepatuhan 
Pengusaha Kena Pajak di wilayah Makassar. Dimana berdasarkan Klasifikasi 
Lapangan Usaha (KLU) Pengusaha Kena Pajak yang terdaftar di Kantor 
Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan digolongkan menjadi empat jenis 





perdagangan. Sehingga peneliti mengangkat judul penelitian “Analisis 
Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak yang Terdaftar di Kantor Pelayanan 
Pajak Pratama Makassar Selatan”. 
 
1.2 Rumusan Masalah 
      Berdasarkan latar belakang, maka perumusan masalah pada penelitian ini 
sebagai berikut. 
1. Bagaimana tingkat kepatuhan Pengusaha Kena Pajak jenis usaha industri 
yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan tahun 
2013-2015? 
2. Bagaimana tingkat kepatuhan Pengusaha Kena Pajak jenis usaha konstruksi 
yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan tahun 
2013-2015? 
3. Bagaimana tingkat kepatuhan Pengusaha Kena Pajak jenis usaha jasa yang 
terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan tahun 2013-
2015? 
4. Bagaimana tingkat kepatuhan Pengusaha Kena Pajak jenis usaha 
perdagangan yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar 
Selatan tahun 2013-2015? 
 
1.3 Tujuan Penelitian 
      Berdasarkan uraian, maka yang menjadi tujuan penelitian sebagai berikut. 
1. Untuk meneliti tingkat kepatuhan Pengusaha Kena Pajak jenis usaha industri 
yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan tahun 





2. Untuk meneliti tingkat kepatuhan Pengusaha Kena Pajak jenis usaha 
konstruksi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar 
Selatan tahun 2013-2015? 
3. Untuk meneliti tingkat kepatuhan Pengusaha Kena Pajak jenis usaha jasa 
yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan tahun 
2013-2015? 
4. Untuk meneliti tingkat kepatuhan Pengusaha Kena Pajak jenis usaha 
perdagangan yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar 
Selatan tahun 2013-2015? 
 
1.4 Kegunaan Penelitian 
      Melalui penelitian ini dapat menghasilkan sesuatu yang bermanfaat baik bagi 
peneliti sendiri dan pihak-pihak yang terkait dengan masalah yang diteliti 
tersebut. Adapun kegunaan dari penelitian ini antara lain. 
   
 1.4.1 Kegunaan Teoretis 
      Penelitian ini dapat memberikan sumbangan pengetahuan dan referensi bagi 
para akademisi mengenai kepatuhan Pengusaha Kena Pajak pada Kantor 
Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan.   
   
1.4.2 Kegunaan Praktis 
      Kegunaan praktis bagi peneliti dengan melakukan penelitian ini, maka 
peneliti akan menambah pengetahuan dan wawasan keilmuan, khususnya dalam 
bidang perpajakan yang berkaitan dengan kepatuhan Pengusaha Kena Pajak 









1.4.3 Kegunaan Kebijakan  
      Penelitian ini dapat digunakan sebagi bahan evaluasi atas hasil kinerja, 
sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan untuk mengambil keputusan dalam 
memperbaiki kinerja pelayanan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar 
Selatan.    
 
1.5 Batasan Masalah 
      Pajak mencakup hal yang luas dan terbagi menjadi beberapa kriteria pajak. 
Oleh karena itu, penelitian terbatas pada kepatuhan Pengusaha Kena Pajak 
dalam menyampaikan laporan SPT Masa PPN di Kantor Pelayanan Pajak 
Pratama Makassar Selatan tahun 2013-2015. 
  
1.6 Sistematika Penelitian 
      Dalam penelitian ini, pembahasan proses dan penyajian hasil penelitian akan 
disusun dengan gambaran sistematika sebagai berikut. 
BAB I PENDAHULUAN 
Pendahuluan merupakan pengantar dari keseluruhan penelitian yang 
memuat latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan 
penelitian, batasan masalah dan sistematika penelitian. 
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 
 Bab ini berisi penjelasan mengenai landasan teori yang membahas 
tentang teori-teori dan konsep-konsep umum yang akan digunakan dalam 
penelitian terdahulu yang berhubungan dengan penelitian ini. 
BAB III METODE PENELITIAN 
Bab ini berisi penjelasan mengenai bagaimana penelitian ini dilakukan. 
Dimulai dari rancangan penelitian, tempat dan waktu,  jenis dan sumber 





BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 
Bab ini merupakan pokok pembahasan dari permasalahan yang diangkat 
dalam penelitian ini, meliputi hasil penelitian yang telah ditentukan 
sebelumnya meliputi gambaran umum Kantor Pelayanan Pajak Pratama 
Makassar Selatan.  
BAB V PENUTUP 
Bab ini merupakan bab akhir dari keseluruhan penelitian ini yang berisi 
kesimpulan yang merupakan hasil dari kegiatan penelitian mengenai 
permasalahan yang diangkat dengan menggunakan metode yang telah 
disebutkan. Bab ini juga menyertakan saran-saran yang mungkin 
diperlukan bagi penelitian. 
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BAB II  
TINJAUAN PUSTAKA 
2.1 Pengertian Pajak    
      Pada awalnya, pajak merupakan suatu upeti (pemberian secara cuma-cuma) 
namun sifatnya merupakan suatu kewajiban yang dapat dipaksakan yang harus 
dilaksanakan oleh rakyat (masyarakat) kepada seorang raja atau pengusaha 
(Zulviana, 2011:5). Dalam perkembangannya, sifat upeti yang diberikan oleh 
rakyat tidak lagi hanya untuk kepentingan raja, tetapi sudah mengarah kepada 
kepentingan rakyat itu sendiri. Artinya, pemberian kepada rakyat atau pengusaha 
digunakan untuk kepentingan umum; seperti untuk menjaga keamanan rakyat, 
memelihara jalanan, membangun saluran air, membangun sarana sosial, serta 
kepentingan umum lainnya.  
      Sejalan dengan itu, definisi pajak menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 
1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 bahwa,  
pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh wajib pajak 
pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, 
dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk 
keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 
 
Menurut Djajadiningrat dalam Resmi (2012:1) bahwa, 
pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas 
negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang 
memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut 
peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak 
ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara 
kesejahteraan secara umum. 
Dari pengertian-pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak 
memiliki unsur-unsur sebagai berikut. 




2. Tidak ada timbal jasa (kontraprestasi) secara langsung. 
3. Dapat dipaksakan. 
4. Hasilnya untuk membiayai pembangunan. 
      Jadi dapat disimpulkan bahwa pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat 
dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-
peraturan dan tidak mendapatkan prestasi-prestasi kembali yang secara 
langsung dapat ditunjuk.  
       
2.2 Pajak Pertambahan Nilai  
2.2.1 Pengertian Pajak Pertambahan Nilai  
      Banyak definisi pajak yang telah dikemukakan oleh para ahli menurut sudut 
pandang mereka masing-masing, namun satu sama lain pada dasarnya sama, 
yaitu memiliki tujuan yang sama. Direktorat Jendral Pajak (2011:3) merumuskan 
pengertian Pajak Pertambahan Nilai sebagai berikut.  
Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi 
Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean (dalam 
wilayah Indonesia). Orang pribadi, perusahaan, maupun pemerintahan yang 
mengkonsumsi Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak dikenakan PPN. 
Pada dasarnya, setiap barang dan jasa adalah Barang Kena Pajak atau 
Jasa Kena Pajak, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang PPN. 
Pengertian pajak pertambahan nilai menurut Abunyamin dalam Nayla (2015:58).   
Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak yanng dikenakan atas konsumsi 
Barang Kena Pajak (BKP) dan Jasa Kena Pajak (JKP) yang dilakukan di 
dalam Daerah pabean yang dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) 
orang pribadi atau badan.  
     
2.2.2 Subjek Pajak Pertambahan Nilai 
      Subjek Pajak Pertambahan Nilai menurut Sukardji (2014:61) sebagai berikut. 
1. Pengusaha Kena Pajak adalah orang pribadi atau badan yang melakukan 
penyerahan BKP dan/ atau JKP dalam Daerah Pabean dan melakukan 




Pengusaha dikatakan Pengusaha Kena Pajak apabila melakukan 
penyerahan BKP atau JKP dengan jumlah peredaran bruto atau penerimaan 
bruto melebihi Rp4.800.000.000,00 dalam satu tahun buku. Termasuk 
pengusaha kena pajak antara lain: pabrikan atau produsen, Importir atau 
Indentor, pengusaha yang memiliki hubungan istimewa dengan pabrikan 
atau importir, pemegang hak paten atau merek dagang BKP, pedagang 
besar, pengusaha yang melakukan hubungan penyerahan barang, 
pedagang eceran. 
2. Pengusaha Kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena 
Pajak. 
Pengusaha Kecil adalah pengusaha yang melakukan penyerahan BKP atau 
JKP dengan jumlah peredaran bruto tidak lebih dari Rp4.800.000.000,00 
dalam satu tahun. Pengusaha kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai 
Pengusaha Kena Pajak, selanjutnya wajib pajak melaksanakan kewajiban 
sebagaimana halnya Pengusaha Kena Pajak. 
   
2.2.3 Kewajiban Pengusaha Kena Pajak  
      Mardiasmo (2011:301) Pengusaha Kena Pajak mempunyai kewajiban dalam 
perpajakan, antara lain. 
1. Melaporkan usahanya untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak. 
2. Memungut PPN dan PPnBM yang terutang. 
3. Menyetor Pajak Pertambahan Nilai yang masih harus dibayar dalam hal 
Pajak Keluaran lebih besar dari Pajak Masukan yang dapat dikreditkan. 
4. Menyetor Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang terutang, dan 





2.2.4 Objek Pajak Pertambahan Nilai  
      Objek Pajak Pertambahan Nilai menurut Resmi (2012:06), yaitu.  
1. Penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan 
oleh pengusaha. Syarat-syaratnya adalah 
a. barang berwujud yang diserahkan berupa Barang Kena Pajak 
b. barang tidak berwujud yang diserahkan merupakan Barang Kena Pajak 
tidak berwujud 
c. penyerahan dilakukan di dalam daerah pabean dan 
d. penyerahan dilakukan dalam rangka kegiatan usaha atau pekerjaannya. 
2. Impor Barang Kena Pajak 
Pajak juga dipungut pada saat impor Barang Kena Pajak. Pemungutan 
dilakukan melalui Direktorat Jenderal Bea Cukai, tanpa memperhatikan 
apakah dilakukan dalam rangka kegiatan usaha pekerjaannya atau tidak, 
tetap dikenai pajak. 
3. Penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh 
pengusaha. 
Pengusaha yang melakukan kegiatan penyerahan Jasa Kena Pajak meliputi 
baik pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak 
maupun pengusaha yang seharusnya dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena 
Pajak, tetapi belum dikukuhkan. 
Penyerahan jasa yang terutang pajak harus memenuhi syarat-syarat sebagai 
berikut. 
a. Jasa yang diserahkan merupakan Jasa Kena Pajak. 
b. Penyerahan dilakukan di dalam Daerah Pabean, dan 




4. Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean 
di dalam Daerah Pabean. 
Untuk dapat memberikan perlakuan pengenaan yang sama dengan impor 
Barang Kena Pajak, atas Barang Kena Pajak Tidak Berwujud yang berasal 
dari Daerah Pabean yang dimanfaatkan oleh siapapun di dalam Daerah 
Pabean juga dikenal Pajak Pertambahan Nilai. 
5. Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah 
Pabean.  
Jasa yang berasal dari luar Daerah Pabean yang dimanfaatkan oleh 
siapapun di dalam Daerah Pabean dikenai Pajak Pertambahan Nilai. 
6. Ekspor Barang Kena Pajak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak. 
Pengusaha yang melakukan ekspor Barang Kena Pajak Berwujud hanya 
pengusaha yang telah dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak. 
7. Ekspor  Barang Kena Pajak Tidak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak. 
Sebagaimana halnya dengan kegiatan ekspor Barang Kena Pajak Berwujud, 
pengusaha yang melakukan ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud 
hanya pengusaha yang telah dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak. 
Barang Kena Pajak Tidak Berwujud adalah. 
a. Penggunaan atau hak menggunakan hak cipta di bidang kesastraan, 
kesenian atau karya ilmiah, paten, desain atau model, rencana, formula 
atau proses rahasia, merek dagang, atau bentuk hak kekayaan 
intelektual/industrial atau hak serupa lainya. 
b. Penggunaan atau hak menggunakan peralatan/perlengkapan industrial, 
komersial, atau ilmiah. 
c. Pemberian pengetahuan atau informasi di bidang ilmiah, teknikal, 




d. Pemberian bantuan tambahan atau pelengkap sehubungan dengan 
penggunaan atau hak menggunakan hak-hak tersebut pada huruf a, 
huruf b, dan huruf c berupa. 
1) Penerimaan atau hak menerima rekaman gambar atau rekaman 
suara atau keduanya, yang disalurkan kepada masyarakat melalui 
satelit, kabel, serat optik, atau teknologi yang serupa. 
2) Penggunaan atau hak menggunakan rekaman gambar atau 
rekaman suara atau keduanya, untuk siaran televisi atau radio yang 
disiarkan/dipancarkan melalui satelit, kabel, serat optik, atau 
teknologi yang serupa. 
3) Penggunaan atau hak menggunakan sebagian atau seluruh 
spektrum radio komunikasi. 
e. Penggunaan atau hak menggunakan film gambar hidup (motion picture 
film), film atau pita video untuk siaran televisi atau pita suara untuk 
siaran radio. 
f. Pelepasan seluruhnya atau sebagian hak yang berkenaan dengan 
penggunaan atau pemberian hak kekayaan intelektual/industrial atau 
hak-hak lainnya sebagaimana tersebut diatas.   
8. Ekspor Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak. 
Termasuk dalam pengertian ekspor Jasa Kena Pajak adalah penyerahan 
Jasa Kena Pajak dari dalam Daerah Pabean ke luar Daerah Pabean oleh 
Pengusaha Kena Pajak yang menghasilkan dan melakukan ekspor Barang 
Kena Pajak atas dasar pesanan atau permintaan dengan bahan atas 




9. Kegiatan Membangun sendiri yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha 
atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan yang hasilnnya digunakan 
sendiri atau pihak lain. 
  
2.2.5 Barang yang Tidak Kena Pajak Pertambahan Nilai 
      Jenis kelompok barang yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai diatur 
dalam pasal 4A Undang-Undang PPN No. 42 Tahun 2009, sebagai berikut.  
1. Barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung 
dari sumber barang tersebut meliputi. 
a. Minyak mentah 
b. Gas bumi, tidak termasuk gas bumi seperti elpiji yang siap dikonsumsi 
langsung oleh masyarakat.  
c. Panas bumi 
d. Asbes, batu tulis, batu setengah pertama, batu kapur, batu apung, batu 
permata, betonit, dolomit, garam batu, andesit, gips, kalsit, magnesit, 
mika, opsidien, oker, pasir, dan tanah liat, tawas, zeolit, basal.  
e. Batu bara sebelum diproses menjadi briket batu bara. 
f. Bijih perak, bijih timah, bijih emas, bijih nikel, bijih perak. 
2. Barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak. 




d. Garam baik beryodium maupun tidak beryodium 





f. Telur yang tidak diolah 
g. Buah- buahan segar yang dipetik 
3. Makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan. 
4. Uang, emas batangan, dan surat-surat berharga. 
   
2.2.6 Jasa yang Tidak Dikenai Pajak Pertambahan Nilai 
      Kelompok jasa yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai menurut Waluyo 
(2011:14), sebagai berikut. 
1. Jasa di bidang pelayanan kesehatan medik. 
Meliputi jasa dokter umum, dokter spesialis, jasa dokter hewan, jasa ahli 
kesehatan, jasa perawat, jasa rumah sakit, jasa rumah bersalin, jasa 
psikologi, dan jasa pengobatan alternatif. 
2. Jasa pelayanan sosial, yang jenisnya meliputi jasa pelayanan Panti Asuhan 
dan Panti Jompo, jasa pemadam kebakaran, jasa pemberi pertolongan pada 
kecelakaan, jasa Lembaga Rehabilitas, jasa penyedia rumah duka, jasa di 
bidang olahraga. 
3. Jasa pengiriman surat dengan prangko 
4. Jasa keuangan 
5. Jasa asuransi 
6. Jasa pendidikan  
7. Jasa kesenian dan hiburan 
8. Jasa penyiaran yang tidak bersifat iklan 
9. Jasa angkutan umum di darat maupun di air 
10. Jasa tenaga kerja. 
11. Jasa pengiriman uang dengan weswl pos 
 




2.2.7 Dasar Hukum Pajak Pertambahan Nilai  
      Dasar Hukum Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Atas Barang Mewah 
(PPnBM) adalah UU Nomor 8 Tahun 1983 kemudian diubah pertama kali 
menjadi UU Nomor 11 Tahun 1994, perubahan yang kedua dengan UU Nomor 
18 Tahun 2000, dan yang terakhir diubah menjadi UU Nomor 42 Tahun 2009. 
Selanjutnya dalam penelitian ini disebut dengan undang-undang PPN dan 
PPnBM. 
a. Tarif Pajak Pertambahan Nilai 
      Tarif Pajak Pertambahan Nilai diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 
Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas 
Barang Mewah Pasal 7 ayat (1) dan (2) ditetapkan sebagai berikut. 
1. Tarif Pajak Pertambahan Nilai adalah 10% (sepuluh persen) 
2. Tarif Pajak Pertambahan Nilai sebesar 0% (nol persen) diterapkan atas. 
a. Eskpor Barang Kena Pajak Berwujud 
b. Eskpor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud 
c. Ekspor Jasa Kena Pajak 
      Pengenaan tarif 0% (nol persen) tidak berarti pembebasan dari 
pengenaan Pajak Pertambahan Nilai. Dengan demikian, pajak masukan 
yang telah dibayar untuk perolehan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa 
Kena Pajak yang berkaitan dengan kegiatan tersebut dapat dikreditkan. 
3. Tarif pajak sebagaimana dimaksudkan pada ayat 1 dapat diubah 
menjadi paling rendah 5% (lima persen) dan paling tinggi 15% (lima 







b. Karakteristik Pajak Pertambahan Nilai 
Menurut Sukardji (2014:19) karakteristik Pajak Pertambahan Nilai sebagai 
berikut. 
1. PPN merupakan pajak tidak langsung 
Suatu jenis pajak yang beban pajaknya dapat dilimpahkan kepada pihak 
lain. Kedudukan penanggung jawab pemungut dan penyetor pajak 
dengan kedudukan pemikul beban pajak berbeda. 
2. PPN merupakan pajak objektif 
Kewajiban perpajakan di bidang PPN sangat ditentukan oleh adanya 
objek. Karakteristik PPN sebagai pajak objektif menimbulkan dampak 
regresif. Untuk mengurangi regresivitas PPN, dikenal PPnBM. 
3. PPN bersifat multi – stage level 
PPN dikenakan pada setiap mata rantai jalur produksi dan distribusi 
barang kena pajak dan jasa kena pajak. Contoh: penyerahan benang 
oleh perusahaan industri benang ke perusahaan garmen, perusahaan 
garmen ke pedagang besar, pedagang besar ke pedagang eceran dan 
akhirnya pedagang eceran ke konsumen akhir. 
4. Perhitungan PPN menggunakan Indirct Substraction Method 
Nilai Tambah (Value Added) adalah suatu nilai yang merupakan 
penjumlahan biaya produksi atau distribusi yang meliputi penyusutan, 
bunga modal, gaji yang dibayarkan, sewa telepon, listrik dan 
pengeluaran lainnya serta laba yang diharapkan. Nilai tambah sama 
dengan harga jual dikurangi harga beli. 
5. PPN sebagai pajak atas konsumsi dalam negeri penyerahan Barang 





2.2.8 Pajak Masukan dan Keluaran 
      Berdasarkan pasal 1 angka 24 Undang-Undang PPN dan PPnBM No. 42 
Tahun 2009 Pajak Masukan adalah Pajak Pertambahan Nilai yang seharusnya 
sudah dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak karena perolehan Barang Kena 
Pajak dan/atau peneriman Jasa Kena Pajak atau pemanfaatan Barang Kena 
Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean atau pemanfaatan Jasa Kena 
Pajak dari luar Daerah Pabean dan/atau impor Barang Kena Pajak. 
      Sedangkan Pajak Keluaran adalah Pajak Pertambahan Nilai Terutang yang 
wajib dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang 
Kena Pajak, penyerahan Jasa Kena Pajak, atau ekspor Barang Kena Pajak 
Berwujud, ekspor Barang Kena Pajak tidak berwujud dan/atau ekpor Jasa Kena 
Pajak. 
a. Pengkreditan Pajak Masukan 
Berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang PPN. 
1) Pajak masukan dalam suatu Masa Pajak dikreditkan dengan pajak keluaran 
dalam Masa Pajak yang sama. 
2) Apabila tidak dapat dikreditkan dalam masa pajak yang sama, Pajak 
Masukan masih bisa dikreditkan pada masa pajak berikutnya, selambat-
lambatnya tiga bulan setelah berakhirnya masa pajak yang bersangkutan 
sepanjang: 
a) Belum diibebankan sebagai biaya 
b) Belum dilakukan pemeriksaan oleh fiskus, kecuali dalam pemeriksaan 
tersebut diketahui bahwa perolehan BKP/JKP yan bersangkutan telah 
dibukukan 




d)  belum berproduksi sehingga belum melakukan penyerahahan yang 
terutang pajak, Pajak Masukan atas perolehan dan impor barang modal 
dapat dikreditkan 
e) Pajak yan dikreditkan harus menggunakan Faktur Pajak yang memenuhi 
persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Ayat (5) dan (9). 
3) Apabila dalam suatu Masa Pajak, Pajak Keluaran lebih besar dari Pajak 
Masukan, maka selisihnya merupakan Pajak Pertambahan Nilai yang harus 
disetor oleh Pengusaha Kena Pajak. 
4) Apabila dalam suatu Masa Pajak, Pajak Masukan lebih besar dari Pajak 
Keluaran, maka selisihnya merupakan kelebihan pajak yang dikompensasi 
ke Masa Pajak berikutnya 
5) Atas kelebihan pajak masukan sebagaimana yang dimaksud pasa ayat (4) 
dapat diajukan permohonan pengembalian pada akhir tahun buku. 
   
b. Pajak Masukan tidak dapat dikreditkan  
1) Perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak sebelum pengusaha 
dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak. 
2) Perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang tidak mempunyai 
hubungan langsung dengan kegiatan usaha. 
3) Perolehan dan pemeliharaan kendaraan bermotor sedan, jeep, statiom 
wagem, van, dan kombi kecuali merupakan barang dagangan atau 
disewakan. 
4) Pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud atau Jasa Kena Pajak dari 





5) Perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak masukannya ditagih 
dengan penerbitan ketetapan pajak. 
6) Perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang pajak 
masukannya tidak dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak 
Pertambahan Nilai yang diketemukan pada waktu dilaksanakan 
pemeriksaan. 
 
2.3 Surat Pemberitahuan (SPT) 
2.3.1 Pengertian Surat Pemberitahuan (SPT) 
      Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang KUP No.6 Tahun 1983 sebagaimana telah 
berapakali diubah yang terakhir UU KUP No.16 Tahun 2009 menyebutkan 
bahwa setiap Wajib Pajak mengisi Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, 
dan jelas, dalam bahasa indonesia dengan menggunakan huruf latin, angka 
arab, satuan mata uang rupiah, dan menandatangani serta menyampaikan ke 
kantor Direktorat Jendral Pajak tempat Waib Pajak terdaftar atau dikukuhkan 
atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jendral Pajak. 
      Bagi Wajib Pajak yang telah mendapat izin Mentri Keuangan untuk 
menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa asing dan mata 
uang selain rupiah, wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan dalam bahasa 
indonesia dan mata uang selain rupiah yang diizinkan, yang pelaksanaannya 
diatur dengan Keputusan Mentri Keuangan. 
      Menurut Pasal 1 angka 11 Undang-Undang KUP No.6 Tahun 1983 yang 
dimaksud Surat Pemberitahuan adalah surat yang oleh Wajib Pajak, objek pajak 







2.3.2 Fungsi Surat Pemberitahuan 
      Berdasarkan penjelasan Pasal 3 (ayat 1) Undang-Undang KUP No.6 Tahun 
1983 fungsi SPT bagi Wajib Pajak Pajak Penghasilan adalah sebagai sarana 
untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak 
yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang 
a. pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan/atau 
melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam satu tahun pajak atau 
bagian tahun pajak. 
b. penghasilan yang merupakan objek pajak dan/atau bukan objek pajak 
c. harta dan kewajiban 
d. pembayaran dari pemotongan atau pemungutan tentang pemotongan atau 
pemungutan pajak orang pribadi atau kena pajak badan lain dalam satu 
masa pajak yang ditentukan peraturan perundang-undangan perpajakan 
yang berlaku. 
Bagi Pengusaha Kena Pajak fungsi Surat Pemberitahuan adalah sebagai 
sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah 
Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang 
sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang 
1. pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran 
2. pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri oleh 
Pengusaha Kena Pajak dan/atau melalui pihak lain dalam satu masa pajak, 
yang ditentukan oleh ketentuan peratutan perundang-undangan perpajakan 
yang berlaku. 
3. bagi pemotong atau pemungut pajak, Surat Pemberitahuan berfungsi 
sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan pajak 




2.3.3 Jenis Surat Pemberitahuan  
      Terdapat dua jenis surat pemberitahuan menurut Sukardji (2014:61) yaitu. 
1. Surat Pemberitahuan Tahunan adalah surat pemberitahuan untuk suatu tahun 
pajak atau bagian tahun pajak. Tahun pajak adalah jangka waktu satu tahun 
kalender kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama 
dengan kalender. Bagian tahun pajak adalah bagian dari jangka waktu satu 
tahun pajak  
2. Surat Pemberitahuan Masa adalah surat pemberitahuan untuk suatu masa 
pajak. Masa pajak adalah jangka waktu yang menjadi dasar bagi wajib pajak 
untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak terutang dalam suatu 
jangka waktu tertentu. Masa pajak sama dengan satu bulan kalender atau 
jangka waktu lain yang diatur dengan peraturan menteri keuangan paling lama 
tiga bulan kalender. Surat pemberitahuan masa ini dipakai oleh pemotong 
atau pemungut pajak untuk melaporkan pajak yang dipotong atau dipungut 
dan disetorkan dalam setiap masa.  
 
2.3.4 Surat Pemberitahuan Masa 
      Berdasarkan Undang-Undang KUP Tahun 1984 surat pemberitahuan masa 
adalah surat pemberitahuan untuk suatu masa pajak. Surat pemberitahuan masa 
meliputi. 
1. SPT masa Pajak Penghasilan;  
2. SPT masa Pajak Pertambahan Nilai; dan  
3. SPT masa Pajak Pertambahan Nilai bagi Pemungut Pajak Pertambahan Nilai.  
 
2.3.5  Tempat Pengambilan Surat Pemberitahuan 
      Berdasarkan pengumuman No. Peng-01/PJ.09/2010 tentang Pengambilan, 




sendiri Surat Pemberitahuan (SPT) ditempat yang ditetapkan oleh Direktur 
Jendral Pajak. Tempat pengambilan Surat Pemberitahuan (SPT) sebagai berikut. 
1) Kantor Pelayanan Pajak (KPP) 
2) Kantor Penyuluhan Pajak 
3) Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak (DJP) 
4) Kantor Pusat  Direktorat Jendral Pajak 
5) Melalui sistem komputer dengan alamat situs Internet atau Homepage 
Direktorat Jendral Pajak yaitu http://www.pajak.go.id 
6) Mencetak atau menggandakan atau fotokopi sendiri dengan bentuk dan isi 
yang sama dengan aslinya. 
    
2.3.6  Prosedur Penyelesaian Surat Pemberitahuan 
a. Wajib pajak harus mengambil sendiri blankon SPT pada Kantor Pelayanan 
Pajak setempat (dengan menunjukkan NPWP). 
b. SPT harus diisi dengan benar, jelas, dan lengkap sesuai dengan petunjuk 
yang diberikan. 
c. SPT diserahkan kembali ke Kantor Pelayanan Pajak yang bersangkutan 
dalam batas waktu yang ditentukan, dan akan diberikan tanda terima 
tertinggal. Apabila SPT dikirim melalui pos harus dilakukan secara tercatat 
dan tanda bukti serta tanggal pengiriman dianggap sebagai tanda bukti dan 
tanggal penerimaan.  
d. Bukti – bukti yang harus dilampirkan pada SPT, antara lain: 
1) untuk wajib pajak  yang mengadakan pembukuan Laporan Keuangan 
berupa neraca dan laporan laba rugi serta keterangan lain yang 




2) untuk SPT masa PPN sekurang-kurangnya memuat jumlah dasar 
pengenaan pajak, jumlah pajak keluaran, jumlah pajak masukan, dan 
jumlah kekurangan atau kelebihan pajak. 
3) Wajib pajak yang menggunakan norma perhitungan pajak, jumlah 
peredaran yang terjadi dalam tahun yang bersangkutan.    
Yang dimaksud dengan mengisi Surat Pemberitahuan adalah mengisi 
formulir SPT dengan benar, jelas, dan lengkap sesuai dengan petunjuk yang 
diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. 
Pengisian SPT yang tidak benar mengakibatkan pajak yang terutang kurang 
bayar, akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan 
perpajakan (Trisni, 2012:9). 
    
2.3.7 Tata Cara Penerimaan dan Pengolahan SPT di Kantor Pelayanan Pajak 
1. Dalam Bentuk Kertas (Hard Copy)  
a. Petugas Tempat Pelayan Terpadu (TPT) pada Seksi Pelayanan  
1) Menerima SPT yang disampaikan.  
2) Meneliti kelengkapan SPT sebagaimana dimaksud pada Lampiran III 
angka romawi I.  
3) Mengisi jumlah keseluruhan lembar SPT Masa PPN yang disampaikan 
oleh PKP yang terdiri dari formulir Induk SPT Masa PPN dan formulir 
Lampiran SPT Masa PPN pada pojok kanan atas SPT Masa PPN.  
4) Menolak SPT yang disampaikan secara langsung atau yang 
disampaikan melalui pos/perusahaan jasa ekspedisi/jasa kurir.  
5) Merekam elemen-elemen SPT Lengkap antara lain: NPWP, Masa 
Pajak, Kode Jenis SPT (SPT bukan Pembetulan atau SPT Pembetulan), 




atas Lebih Bayar (Kompensasi, Restitusi atau tanpa keterangan), Kode 
Penyampaian SPT (langsung, melali pos, atau melalui KP2KP), dan 
keterangan lainnya untuk keperluan tanda terima SPT, dan mencetak 
tanda terima SPT, tanggal terima SPT, membubuhkan tanda tangan, 
nama jelas, Nomor Induk Pegawai (NIP) dan Cap Kantor. Tanda terima 
SPT terdiri dari dua bagian, yaitu Lembar Pengawasan Arus Dokumen 
(bagian atas) dan Bukti Penerimaan Surat (bagian bawah).  
6) Menyerahkan BPS kepada PKP atau Pemungut PPN sebagai tanda 
terima atau SPT lengkap yang disampaikan secara langsung oleh PKP 
atau Pemungut PPN;  
7) Menggabungkan SPT dangan LPAD.  
8) Mencetak KP.PPN 1.8 rangkap 4 yang berfungsi sebagai batch header 
untuk setiap kelompok SPT (Nihil/Kurang Bayar/Lebih Bayar).  
9) Mengirim SPT ke Seksi Pengolahan Data dan Informasi disertai dengan 
KP.PPN.1.8. (lembar ke-1, 2 dan 3).  
10) Menerima kembali KP.PPN 1.8 lembar ke-2 yang telah ditandatangani 
dalam hal fisik SPT telah sesuai dengan KP.PPN 1.8.  
11) Menerima kembali KP.PPN 1.8 (lembar ke-1, 2 dan 3) yang telah diberi 
catatan SPT tidak sesuai berikut SPT-nya dari Seksi Pengolahan Data 
dan Informasi dalam hal fisik SPT tidak sesuai dengan KP.PPN 1.8.  
b. Seksi Pengolahan Data dan Informasi  
1) Menerima dari Petugas TPT atau SPT berikut KP.PPN 1.8 lembar ke-1, 
2 dan 3 yang telah dikelompokkan.  
2) Mengecek dan mencocokan kebenaran fisik SPT apakah telah sesuai 




3) Membutuhkan paraf dan tanggal pada lembar ke-2 KP.PPN 1.8 dan 
mengembalikannya kepada Petugas TPT sebagai tanda terima, apabila 
fisik SPT dan KP.PPN 1.8-nya telah sesuai.  
4) Mengembalikan KP.PPN 1.8 (lembar ke-1, 2 dan 3) dan member 
cacatan SPT tidak sesuai berikut SPT-nya kepada Petugas TPT bila isi 
batch tidak sesuai dengan jumlah fisik SPT untuk dilengkapi.  
5) Merekam SPT lengkap, dengan prioritas sebagai berikut. 
a) SPT LB yang diajukan permohonan pengembalian (resitusi) oleh PKP 
b) SPT LB kompensasi;  
c) SPT Kurang Bayar; dan  
d) SPT Nihil.  
6) Mengirim SPT yang telah direkam beserta daftar pengantar kepada. 
a) Seksi Pengawasan dan Konsultasi; dan  
b) Seksi Pelayanan  
c. Seksi Pengawasan dan Konsultasi  
1) Meneriksa SPT dari Seksi Pengolahan Data dan Informasi beserta 
daftar pengantarnya.  
2) Melakukan penelitian kebenaran formal pengisian SPT atas SPT 
lengkap sebagaimana dimaksud pada Lampiran III angka romawi II.  
3) Menyiapkan Surat Himbauan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran V 
dalam hal antara lain terdapat 
a) Kesalahan matematis (SPT unbalance);  
b) SPT Lebih Bayar namun tidak memilih untuk dikompensasikan atau 
dikembalikan (restitusi), atau  
c) PKP mengajukan permohonan pengembalian (restitusi) setiap Masa 




dalam Pasal 9 ayat (4b) UU PPN, kecuali bagi PKP Pasal 17 C UU 
KUP atau Pasal 17 D UU KUP atau Pasal 9 ayat (4c) UU PPN 
diproses berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan 
perpajakan.  
4) Menyiapkan 
a) Surat Teguran dalam hal terdapat PKP atau Pemungut PPN yang 
tidak memasukkan SPT; atau  
b) Nota hitung dan STP dalam hal terdapat keterlambatan penyampaian 
SPT dan/atau keterlambatan pembayaran.  
5) Mengelompokkan SPT Lebih Bayar yang diajukan permohonan 
pengembalian (restitusi) berdasarkan prosedur pengembalian yaitu 
melalui: 
a) prosedur penelitian (pengembalian pendahuluan); atau  
b) prosedur biasa (pemerikasaan).  
6) Mengirim SPT Lebih bayar yang diajukan permohonan pengembalian 
(restitusi) yang diproses berdasarkan prosedur pemeriksaan ke Seksi 
Pemeriksaan.  
7) Meneliti SPT Lebih Bayar yang diajukan permohonan pengembalian 
(restitus) yang diproses berdasarkan prosedur pengembalian 
pendahuluan.  
8) Mengirim SPT Lebih Bayar yang diajukan permohonan pengembalian 
(restitusi) melalui prosedur penelitian, SPT unbalance, SPT yang 
terlambat lapor atau terlambat bayar dan SPT Lebih Bayar namun tidak 
memilih untuk dikompensasikan atau dikembalikan (restitusi) ke Seksi 
Palayanan setelah SPT tersebut selesai ditindaklanjuti.  




1) Menerima SPT dari Seksi Pengolahan Data dan Informasi dan Seksi 
Pengawasan dan Konsultasi untuk disimpan dalam rumah berkas.  
2) Mencetak dan mengirim:  
a) Surat Teguran; atau  
b) STP kepada PKP atau Pemungut PPN dengan tembusan ke Seksi 
Penagihan.  
2. Dalam Bentuk Media Elektronik  
a. Petugas TPT pada Seksi Pelayanan  
1) Melakukan langkah-langkah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II 
angka romawi I huruf A angka 1 s.d. 2.  
2) Melakukan pengujian data digital SPT sebagai berikut. 
a) Menampilkan data digital melalui aplikasi yang tersedia;  
b) Mengecek kelengkapan elemen-elemen SPT dan kesesuaian Induk 
SPT dalam tampilan komputer dengan Induk SPT hasil cetakan yang 
disampaikan oleh PKP atau Pemungut PPN;  
c) Mengcek kelengkapan pengisisan elemen-elemen lampiran SPT 
dalam tampilan komputer;  
d)  Apabila hasil langkah b dan c tidak cocok, SPT agar ditolak dan 
dikembalikan kepada PKP atau Pemungut PPN; dan  
e) Apabila hasil langkah b dan c cocok, melakukan loading data digital.  
3) Mencetak tanda terima SPT, membubuhkan tanda tangan, nama jelas, 
Nomor Induk Pegawai (NIP) dan Cap Kantor.  
4) Menyimpan atau meng-copy data elektronik SPT (csv. file) berdasarkan 
bulan diterimanya SPT pada PC yang disediakana untuk menyimpan 




5) Menyerahkan BPS kepada PKP atau Pemungut PPN sebagai tanda 
terima atas SPT lengkap yang disampaikan secara langsung oleh PKP 
atau Pemungut PPN beserta media elektronik yang disampaikan PKP 
atau Pemungut PPN.  
6) Melakukan langkah-langkah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II 
angka romawi I huruf A angka 6 s.d. 11.  
a) Untuk SPT Lebih Bayar yang diajukan permohonan pengembalian 
(restitusi), TPT harus memfotocopy LPAD beserta Induk SPT untuk 
disampaikan kepada AR. 
b) Dalam hal SPT dalam bentuk elektronik belum dilakukan pengujian 
data dan KPP tidak menerbitkan Surat Penolakan SPT Masa PPN 
dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal yang 
tercantum dalam BPS tersebut dianggap sah.  
b. Seksi Pengolahan Data dan Informasi  
1) Melakukan langkah-langkah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II 
angka romawi I haruf B, kecuali kegiatan angka romawi I huruf B angka 
5 (perekaman SPT).  
2) Melakukan back up data elektronik SPT (csv. file) dari PC di TPT yang 
digunakan untuk penyimpan data elektronik SPT ke CD paling lambat 
tanggal lima bulan berikutnya setelah batas akhir penyimpanan SPT.  
c. Petugas pada Seksi Pengawasan dan Konsultasi  
Melakukan langkah-langkah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II 
angka romawi I huruf C.  
d. Petugas pada Seksi Pelayanan 
Melakukan langkah-langkah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II 




   
2.4 Kepatuhan  
2.4.1 Pengertian Kepatuhan Pajak  
Kepatuhan Wajib Pajak menurut Keputusan Menteri Keuangan 
No.544/KMK.04/2000 adalah tindakan Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban 
perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan 
peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara. 
 Menurut Norman dalam Rahayu (2010:138) menjelaskan bahwa, 
Kepatuhan Wajib Pajak adalah suatu iklim kepatuhan dan kesadaran 
pemenuhan kewajiban perpajakan, tercermin dalam situasi di mana Wajib 
Pajak paham atau berusaha untuk memahami semua perundang-undangan 
perpajakan, mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas, menghitung 
jumlah pajak yang terutang dengan benar, membayar pajak yang terutang 
tepat pada waktunya.  
   
2.4.2 Jenis-jenis Kepatuhan Wajib Pajak 
      Terdapat dua macam kepatuhan menurut Devano dan Rahayu (2006: 110), 
yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material. 
1. Kepatuhan Formal 
Kepatuhan formal adalah suatu keadaan di mana wajib pajak memenuhi 
kewajiban formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang 
perpajakan. Wajib pajak yang memenuhi kepatuhan formal adalah Wajib 
Pajak aktif dalam melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT). 
2. Kepatuhan Material 
Kepatuhan material adalah suatu keadaan di mana wajib pajak secara 
substantif atau hakikatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan, 
yakni sesuai isi dan jiwa undang-undang perpajakan. Wajib pajak yang 




Pemberitahuan (SPT) dengan jujur, lengkap, dan benar sesuai ketentuan 
dan menyampaikannya ke Kantor Pelayanan Pajak.  
 
2.4.3 Indikator Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak 
      Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No.235/KMK.03/2003, 
Pengusaha Kena Pajak dengan kriteria tertentu yang selanjutnya disebut 
sebagai Pengusaha Kena Pajak patuh adalah 
1. tepat waktu dalam menyampaikan SPT untuk semua jenis pajak dalam dua 
tahun terakhir. 
2. tidak mempunyai tunggakan pajak atau untuk semua jenis pajak, kecuali 
telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak. 
3. tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bagian 
perpajakan dalam jangka waktu sepuluh tahun terakhir. 
4. dalam dua tahun terakhir menyelenggarakan pembukuan dan dalam hal 
terhadap wajib pajak pernah dilakukan pemeriksaan, koreksi pada 
pemeriksaan yang terakhir untuk masing-masing jenis pajak yang terutang 
paling banyak lima persen. 
5. Wajib Pajak yang laporan keuangan untuk dua tahun terakhir diaudit oleh 
akuntan publik dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, atau pendapat 
dengan pengecualian sepanjang tidak mempengaruhi laba fiskal. 
     
2.5 Alur Penelitian 
      Kepatuhan pajak adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi 
semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan haknya. Penelitian Mustikasari 
(2010) mengukur kepatuhan pajak dengan tiga pengukuran yaitu kepatuhan 
mendaftarkan diri, kepatuhan menghitung dan membayar pajak, dan kepatuhan 




Key Performance Indicator (KPI) sesuai Surat Edaran Direktur Jendral Pajak 
No.SE-18/PJ/2006 yakni membandingkan jumlah Pengusaha Kena Pajak yang 
melaporkan SPT Masa PPN dengan jumlah Pengusaha Kena Pajak yang 
terdaftar. Adapun kerangka pikir penelitian ini dapat digambarkan dengan garis 
putus-putus sebagai berikut. 






















3.1 Rancangan Penelitian 
      Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif yaitu 
mengukur tingkat kepatuhan Pengusaha Kena Pajak dengan menggunakan Key 
Performance Indicator membandingkan jumlah Surat Pemberitahuan Masa Pajak 
Pertambahan Nilai dengan jumlah Pengusaha Kena Pajak yang terdaftar di 
Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan pada tahun 2013-2015.  
   
3.2 Tempat dan Waktu 
      Berdasarkan judul yang diangkat, yaitu “Analisis kepatuhan Pengusaha Kena 
Pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan”, 
maka data yang dibutuhkan peneliti diperoleh dari Kantor Pelayanan Pajak 
Pratama Makassar Selatan yang berlokasi di Gedung Keuangan Negara 1, Jalan 
Urip Sumoharjo Km.4, Makassar. Penelitian ini berlangsung selama tiga bulan 
mulai bulan Mei – Juli 2016.  
 
3.3 Jenis dan Sumber Data 
3.3.1Jenis Data 
      Dalam mengadakan penelitian dan pengamatan, maka digunakan data 
primer dan data sekunder sebagai berikut.   
a. Data primer  
Data primer dalam penelitian ini yaitu data yang diperoleh secara langsung 





Selatan baik melalui hasil pengamatan, wawancara ataupun pengumpulan 
dokumen-dokumen yang terkait dengan penelitian. 
b. Data sekunder  
Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari sumber di luar 
perusahaan/instansi dalam bentuk literatur-literatur perpajakan maupun 
laporan-laporan penelitian terdahulu yang berhubungan dengan penelitian. 
   
3.3.2 Sumber Data 
      Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data mengenai 
jumlah Pengusaha Kena Pajak yang terdaftar dan jumlah SPT Masa PPN tahun 
2013-2015 berasal dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan. 
   
3.4 Teknik Pengumpulan Data 
      Adapun metode penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut. 
a. Metode Kepustakaan (Library Research) 
Penelitian kepustakaan ialah metode pengumpulan data yang diperoleh 
peneliti dari buku-buku dan literatur yang relevan dengan topik yang 
sedang diteliti serta perkuliahan yang diperoleh peneliti sehubungan 
dengan penelitian ini. 
b. Dokumentasi (Documentation),  
Penelitian ini dilakukan dengan melakukan pengumpulan data historis atau 
dokumen-dokumen yang relevan dengan penelitian. Data sekunder yang 
dibutuhkan dalam penelitian ini terdiri dari. 
1. Data mengenai jumlah Pengusaha Kena Pajak jenis usaha industri, 
konstuksi, jasa dan perdagangan yang terdaftar di Kantor Pelayanan 





2. Data mengenai jumlah SPT masa PPN untuk jenis usaha industri, 
konstruksi, jasa, dan perdagangan tahun 2013-2015. 
c. Wawancara (Interview) 
Peneliti akan melakukan wawancara dengan pegawai-pegawai 
pemerintah yang bertugas di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar 
Selatan yang dapat memberikan informasi untuk keperluan penelitian. 
 
3.5 Model Analisis Data 
3.5.1 Analisis Deskriptif Kuantitatif 
      Metode analisis diskriptif kuantitatif adalah metode analisis yang 
menggunakan data yang berupa angka-angka atau rumus-rumus statistik. 
Dimana dalam penelitian ini, Tingkat kepatuhan Pengusaha Kena Pajak diukur 
menggunakan Key Performance Indicator (KPI) berdasarkan Surat Edaran 
Direktur Jendral Pajak No.SE-18/PJ/2006. Dengan rumus perhitungan.     
𝑇𝑖𝑛𝑔𝑘𝑎𝑡 𝑘𝑒𝑝𝑎𝑡𝑢ℎ𝑎𝑛 𝑃𝐾𝑃 =
𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑆𝑃𝑇 𝑀𝑎𝑠𝑎 𝑃𝑃𝑁 
𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑃𝐾𝑃 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑡𝑒𝑟𝑑𝑎𝑓𝑡𝑎𝑟 
 ×  100% 
        
      Semakin besar nilai dari kepatuhan Pengusaha Kena Pajak, maka semakin 
tinggi tingkat kepatuhan Pengusaha Kena Pajak. Penetapan tingkat kepatuhan 
Pengusaha Kena Pajak selengkapnya dijelaskan dalam tabel 3.1 sebagai 
berikut. 
Tabel 3.1 Kriteria Kepatuhan 
Persentase Kreteria Tanda/kode 
≥100 % Sangat Patuh SP 
90%- 100% Patuh P 
80%- 90% Cukup Patuh CP 
60%- 80% Kurang Patuh KP 
≤ 60% Tidak Patuh TP 
      Sumber: Data Sekunder   
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
4.1 Gambaran Umum Instansi 
4.1.1 Sejarah Singkat Berdirinya Instansi  
      Berdirinya kantor pelayanan pajak (KPP) di seluruh Indonesia didirikan atas 
dasar hukum. Pada mulanya, KPP di seluruh Indonesia bernama Kantor Inspeksi 
Pajak yang bertugas memungut pajak disekitar propinsi yang bersangkutan pada 
tahun 1925. Untuk menampung penghasilan negara dalam bidang perpajakan, 
maka pemerintah pada tahun 1953 mendirikan sebuah kantor yang bertugas 
mengatur kekayaan negara di bidang perpajakan yang nama Inspective Van 
Financjen.  
      Sejak kemerdekaan, nama tersebut masih dipakai beberapa tahun lamanya 
tetapi nama tersebut dipandang tidak sesuai lagi di zaman kemerdekaan, maka 
pada tahun 1959 diganti menjadi Kantor Jawatan Pajak dan setelah beberapa 
tahun lamanya tugas-tugas yang ada semakin berat fungsinya bukan hanya 
mengurus satu masalah saja, maka pada tahun 1963 nama tersebut diganti 
menjadi Kantor Inspeksi Keuangan dan secara nasional menjadi Direktorat 
Jenderal Pajak, sedang untuk daerah Tingkat I dengan nama Kantor Inspeksi 
Pajak.  
      Pada tahun 1958, nama Inspeksi Keuangan diganti menjadi Inspeksi Pajak, 
demikian pula wilayahnya yang semakin luas dan telah berkembangnya 
perekonomian, seperti Sulawesi, maka dirasa perlu untuk dipisahkan menjadi 







1. Kantor Inspeksi Ujung Pandang 
Kantor Inspeksi Pajak Ujung Pandang wilayahnya meliputi Propinsi 
Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara (Sulselra).  
2. Kantor Inspeksi Manado 
Kantor Inspeksi Manado wilayahnya meliputi Propinsi Sulawesi Utara dan 
Sulawesi Tengah.  
      Pada tahun 1989 nama Kantor Inspeksi Pajak diganti menjadi Kantor 
Pelayanan Pajak sesuai dengan SK Menteri Keuangan RI No. 
KEP/276/KMK.01/1989 tanggal 25 Maret 1989. Untuk mengawasi para Wajib 
Pajak yang tersebar di kota-kota lain selain Sulawesi Selatan dan Sulawesi 
Tenggara, maka dibangunlah Kantor Dinas Luar pada Daerah Tingkat I dan 
daerah Tingkat II. Kantor yang ada di Gedung Keuangan Negara Ujung 
Pandang, yaitu Kantor tersebut beralamatkan di Jl. Urip Sumiharjo Km.4 
Makassar dengan satu gedung dengan nama Gedung Keuangan Negara Ujung 
Pandang. 
   
4.1.2 Kedudukan Tugas dan Fungsi 
      Kantor Pelayanan Pajak adalah unsur pelaksana Direktorat Jenderal Pajak 
yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor 
Wilayah Kantor Pelayanan Pajak, yang mempunyai tugas melaksanakan 
kegiatan operasional pelayanan perpajakan di bidang pajak penghasilan, pajak 
pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah (PPN dan PPnBM) 
serta pajak tidak langsung lainnya dalam daerah wewenangnya berdasarkan 
kebijakan teknis yang diterapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak.  





1. Pengumpulan dan pengolahan data, penyajian informasi perpajakan, 
penggalian potensi pajak, serta ekstensifikasi wajib pajak. 
2. Penata usahaan dan pengecekan Surat Pemberitahuan Masa dan Tahunan 
serta berkas Wajib Pajak. 
3. Penata usahaan dan pengecekan Surat Pemberitahuan Masa serta 
pemantauan penyusunan laporan pembayaran masa PPh, PPN, PPnBM, dan 
Pajak Tidak Langsung.  
4. Penata usahaan penerimaan, penagihan, penyelesaian keberatan dan 
restitusi PPh, PPN, PPnBM, dan Pajak Tidak Langsung. 
5. Verifikasi dan penerapan sanksi perpajakan. 
6. Mengadministrasikan pengeluaran Surat Ketetapan Pajak (SKP). 
7. Mengurus Tata Usaha Rumah Tangga KPP. 
   
4.2 Visi dan Misi 
      Visi Direktorat Jenderal Pajak yaitu “Menjadi institusi pemerintah penghimpun 
pajak negara yang terbaik di Asia Tenggara.” Misi Direktorat Jenderal Pajak 
“Menyelenggarakan fungsi administrasi perpajakan dengan menerapkan 
Undang-Undang Perpajakan secara adil dalam rangka membiayai 
penyelenggaraan negara demi kemakmuran rakyat.” 
      Visi KPP Pratama Makassar Selatan 
“Menjadi kantor pelayanan pajak terbaik dalam pelayanan, terdepan dalam 
penerimaan, profesional dan dipercaya oleh masyarakat.” 
      Misi KPP Pratama Makassar Selatan 
“Meningkatkan kepatuhan wajib pajak melalui pelayanan prima untuk 






4.2.1 Wilayah Kerja 
      Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan adalah salah satu dari 
tiga KPP Pratama yang ada di Kota Makassar. Kantor ini mencakup empat 





      Total luas wilayah kerja mencapai 52,94 km2 mencakup 30,12 persen luas 
wilayah Kota Makassar. Jumlah penduduk dalam wilayah kerja tersebut 
sebanyak 466.272 jiwa yaitu melingkupi sebanyak 37,19 persen dari total 
penduduk di Kota Makassar dengan kepala keluarga berjumlah 95.980 atau 
sebesar 32,38 persen dari total kepala keluarga di Kota Makassar. Jumlah 
kelurahan dalam wilayah kerjanya sebanyak 41 kelurahan yaitu sebesar 28,67 
persen dari seluruh kelurahan yang terdapat di Kota Makassar.  
      Dari empat kecamatan wilayah kerja KPP Pratama Makassar Selatan, luas 
wilayah Kecamatan Manggala mencapai 45 persen dari seluruh wilayah kerja 
KPP Pratama Makassar Selatan, disusul oleh Kecamatan Panakkukang sebesar 
32 persen, Kecamatan Rappocini 17 persen, dan terakhir Kecamatan Makassar 
sebesar 5 persen. Namun demikian, luas wilayah bukan satu-satunya faktor 
penentu potensi perpajakan suatu wilayah. Faktor lain yang menentukan adalah 
jumlah penduduk perkecamatan. Dari jumlah penduduknya, Kecamatan 
Rappocini menempati urutan pertama yaitu sebanyak 145.090 jiwa atau sebesar 
31,12 persen. Selanjutnya, berturut-turut disusul oleh Kecamatan Panakkukang 
sebanyak 136.555 jiwa (29,29 persen), Kecamatan Manggala sebanyak 100,484 





persen). Presentasi wilayah, keluarahan, penduduk dan kepala keluarga di 
Wilayah KPP Pratama Makassar Selatan disajikan dalam Tabel 4.1 















52,94 41 466.272 95.980 
2 Kota Makassar 175,77 143 1.253.656 296.374 
 Persentase 30,12% 28,67% 37,19% 32,38% 
Sumber: Seksi Pengolahan Data dan Informasi KPP Pratama Makassar Selatan  
      Peta wilayah kerja KPP Pratama Makassar Selatan digambarkan pada 
Gambar 4.1 
Gambar 4.1 Peta Wilayah Kerja KPP Pratama Makassar Selatan
 
Sumber: Seksi PDI KPP Pratama Makassar Selatan 
 
4.3 Struktur Organisasi Instansi dan Pembagian Tugas 
4.3.1Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan 
      Agar dapat menjalankan fungsi dan tugasnya, Kantor Pelayanan Pajak 
Pratama Makassar Selatan memiliki struktur organisasi. Struktur ini 
menggambarkan bagaimana posisi tugas dan tanggungjawab masing-masing 
personel yang terlibat dalam instansi. Struktur ini diharapkan mampu membantu 





organisasi yang berlaku di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan 
adalah sebagai berikut. 
Gambar 4.2. Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar 
Selatan 
 
Sumber: Seksi Pengolahan Data dan Informasi KPP Pratama Makassar Selatan 
   
4.3.2 Tugas dan Tanggung Jawab 
      Pembagian Seksi dan Jabatan Fungsional pada Kantor Pelayanan Pajak 
Pratama adalah sebagai berikut. Subbagian Umum, Seksi Pelayanan, Seksi 
Pengolahan Data dan Informasi, Seksi Ekstensifikasi, Seksi Pengawasan dan 
Konsultasi (Ada 4 Seksi Pengawasan dan Konsultasi), Seksi Penagihan, Seksi 
Pemeriksaan, Kelompok Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak, dan Kelompok 






      Adapun seksi-seksi pada KPP Pratama Makassar Selatan sebagai berikut. 
1.  Kepala Kantor KPP Pratama Makassar Selatan  
a. Bertanggung jawab atas pelaksanaan semua kegiatan kantor baik secara 
internal maupun eksternal. 
b. Menyusun program kerja kegiatan kantor. 
c. Berkoordinasi dengan semua kepala sub bagian. 
d. Membuat laporan evaluasi hasil kegiatan yang dilakukan secara periodik. 
2. Sub Bagian Umum 
      Sesuai dengan tugas pokoknya, Sub Bagian Umum mempunyai tugas 
pokok untuk melakukan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha, dan 
rumah tangga. Sesuai dengan uraian tersebut Sub Bagian Umum KKP 
Pratama Makassar Selatan telah menjalankan tugas-tugas utamanya untuk 
menunjang kelancaran tugas  menghimpun penerimaan. 
      Sub Bagian Umum terdiri dari tiga bagian yaitu. 
a. Sub Bagian Kepegawaian 
b. Sub Bagian Keuangan 
c. Sub Bagian Rumah Tangga 
      Tugas Pokok Sub Bagian Umum adalah. 
a. Pengurusan surat masuk ke KPP Pratama Makassar Selatan yang bukan 
dari Wajib Pajak. 
b. Pengurusan surat-surat yang diterbitkan KKP Pratama Makassar Selatan. 
c. Membimbing pelaksanaan tugas tata usaha kepegawaian. 
d. Penyelengaraan Administrasi DP3, LP2P, KP4. 
e. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/ Lembaga (RKA-
KL). 





3. Seksi Pengolahan Data dan Informasi (PDI) 
      Mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pencarian, dan pengolahan 
data, penyajian informasi perpajakan, perekaman dokumen perpajakan, 
urusan tata usaha, penerimaan perpajakan, pelayanan dukungan teknis 
komputer, pemantauan aplikasi e-SPT dan e-Filing, serta penyiapan laporan 
kinerja. 
      Tugas pokok dari Seksi PDI adalah. 
a. Menyusun estimasi Penerimaan Pajak berdasarkan potensi pajak, 
perkembangan ekonomi dan keuangan. 
b. Melaksanakan pengumpulan data dan pengolahan data. 
c. Melaksanakan pelayanan peminjaman data dan penyaluran informasi 
dalam rangka pemanfaatan data perpajakan. 
d. Melaksanakan perekaman dan validasi dokumen  perpajakan. 
e. Melaksanakan perbaikan (updating). 
f. Melaksanakan pelaksanaan dukungan teknis pemanfaatan aplikasi e-SPT 
dan E-Filing. 
g. Melaksanakan kegiatan teknis oprasional komputer. 
h. Melaksanakan penyediaan informasi perpajakan. 
i. Menyusun laporan pertanggunjawaban 
4. Seksi Pelayanan  
      Mempunyai tugas melakukan penetapan dan penerbitan produk hukum 
perpajakan, pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, 
penerimaan surat lainnya, penyuluhan perpajakan, pelaksanaan registrasi 
Wajib Pajak, serta melakukan kerjasama terdepan untuk memberikan 
pelayanan dan berhubungan langsung dengan Wajib Pajak melalui “Tempat 





      Tugas Pokok dari Seksi Pelayanan adalah memberikan pelayanan kepada 
Wajib Pajak berupa. 
a. Pelayanan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 
b. Pelayanan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak 
c. Pelayanan Penyampaian SPT Tahunan  
d. Pelayanan Penyampaian SPT Masa PPN dan PPnBM, dan PPh 
5. Seksi Penagihan  
a. Menyusun penyesuaian rencana kerja seksi penagihan 
b. Melaksanakan penatausahaan SKPKB/SKPKBT/STP/STB beserta 
lampirannya  dan surat pembayaran pajak (SSP/ STTP/SSB) beserta bukti 
pemindahbukuan dalam rangka pengawasan tunggakan dan pelunasan 
pajak. 
c. Melaksanakan penatausahaan surat setoran bukan pajak (SSBP) atau 
pelaksanaan SP dan SPMP. 
d. Melaksanakan penatausahaan surat keputusan pembetulan, keputusan 
keberatan, keputusan pengurangan, keputusan peninjauan kembali, surat 
keputusan pelaksanaan putusan banding beserta putusan banding. 
e. Menyusun konsep surat keputusan angsuran atau penundaan pembayaran 
pajak dalam rangka memberikan pelayanan kepada wajib pajak. 
6. Seksi Pemeriksaan 
a. Melakukan penyesuaian rencana pemeriksa pajak agar pelaksanaan tugas 
dapat berjalan lancar. 
b. Menyusun daftar Nominatif dan atau lembar penugasan pemeriksaan wajib 





c. Menerbitkan dan maenyalurkan surat perintah pemeriksaan pajak (SP3), 
Surat Pemberitahuan pemeriksaan pajak dan surat pemanggilan 
pemeriksaan pajak. 
d. Mengajukan usulan permohonan perluasan pemeriksaan. 
e. Melakukan pengawasan pelaksanaan jadwal pemeriksaan sesuai dengan 
rencana yang ditetapkan. 
7. Seksi Pengawasan dan Konsultasi (Waskon) I s/d IV 
a. Meneliti Estimasi penerimaan pajak berdasarkan potensi pajak 
perkembangan ekonomi dan keuangan. 
b. Meneliti pengawasan kepatuhan formal wajib pajak serta penelitian dan 
analisa kepatuhan material wajib pajak atas pematuhan kewajiban 
perpajakannya. 
c. Menetapkan pembuatan/pemutakhiran profil wajib pajak serta usul rencana 
kunjungan kerja lokasi wajib pajak dalam rangka pengawasan dan 
pemuktahiran data wajib pajak . 
d. Meneliti pelaksanaan rekonsiliasi data Wajib Pajak (Data Matching). 
8. Seksi Ekstensifikasi 
a. Melakukan pemrosesan dan penatausahaan dokumen masuk pada seksi 
ekstensifikasi perpajakan. 
b. Melaksanakan penerbitan surat himbauan kepada masyarakat untuk 
memiliki NPWP. 
c. Melaksanakan surat penerbitan data potensi perpajakan dalam rangka 
pembuatan monografi fiskal. 






e. Menetapkan penerbitan daftar nominatif untukn usulan SP3 PSL 
Ekstensifikasi. 
 
4.4 Hasil Penelitian 
      Untuk melakukan penelitian terhadap kepatuhan pengusaha kena pajak, 
peneliti telah mencari data jumlah pengusaha kena pajak terdaftar dan data 
jumlah SPT Masa PPN serta data-data lain yang berkaitan dengan penelitian ini. 
Berdasarkan penelitian yang dilakukan mengenai “Analisis Kepatuhan 
Pengusaha Kena Pajak yang Terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama 
Makassar Selatan”, maka diperoleh Informasi sebagai berikut. 
     
4.4.1 Tingkat Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak Jenis Usaha Industri 
      Pengusaha kena pajak jenis usaha industri adalah pengusaha kena pajak 
yang kegiatan usahanya bergerak di bidang pengolahan bahan mentah dan 
setengah jadi menjadi barang jadi atau meningkatkan nilai gunanya. 
      Dalam penelitian yang dilakukan, peneliti memperoleh data jumlah 
pengusaha kena pajak dan data jumlah SPT Masa PPN dari Kantor Pelayanan 
Pajak Pratama Makassar Selatan yang dalam tabel 4.2 tentang jumlah 
Pengusaha kena pajak jenis usaha industri orang pribadi (OP) dan Badan tahun 










































Sumber: Seksi PDI KPP Pratama Makassar Selatan 
   
      Berdasarkan tabel 4.2 di atas diketahui bahwa jumlah pengusaha kena pajak 
jenis usaha industri yang terdaftar pada tahun 2013 adalah 92 pengusaha kena 
pajak, pada tahun 2014 naik menjadi 103 pengusaha kena pajak, dan tahun 
2015 menjadi 126 pengusaha kena pajak. Jumlah pengusaha kena pajak yang 
terdaftar wajib menyampaikan SPT Masa PPN baik orang pribadi dan badan dari 
tahun 2013 sampai tahun 2015 mengalami peningkatan rata-rata sebesar 















op badan op badan op badan 
Januari 10 66 12 82 12 93 
Februari 11 69 12 83 12 94 
Maret 11 71 12 84 12 96 
April 11 74 12 84 12 101 
Mei 11 76 12 85 12 103 
Juni 12 76 12 86 12 104 
Juli 12 77 12 86 12 106 
Agustus  12 77 12 86 13 107 
September 12 77 12 88 13 109 
Oktober 12 78 12 90 13 111 
November 12 79 12 91 14 112 





      Jumlah pengusaha kena pajak yang sudah melaporkan SPT Masa PPN jenis 
usaha industri tahun 2013-1015 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar 
Selatan ditunjukkan dalam tabel 4.3 sebagai berikut. 












Sumber: Seksi PDI KPP Pratama Makassar Selatan 
   
       Berdasarkan tabel 4.3 di atas dapat diketahui bahwa jumlah  SPT Masa PPN 
jenis usaha industri orang pribadi yang sudah disampaikan pada tahun 2013 
sebanyak 102, tahun 2014 naik menjadi 108, dan pada tahun 2015 turun menjadi 
103. Jumlah SPT Masa PPN jenis usaha industri badan terus mengalami 
peningkatan tiap tahunnya, pada tahun 2013 sebesar 698, tahun 2014 naik 
menjadi 728, dan pada tahun 2015 sebesar 824 SPT Masa PPN yang 
disampaikan. Jumlah SPT Masa PPN jenis usaha industri badan pada tahun 
2013 sampai tahun 2015 mengalami peningkatan rata-rata sebesar 10,94% atau 












op badan op badan op badan 
Januari 7 59 9 61 9 66 
Februari 8 58 9 60 9 65 
Maret 8 59 9 62 9 66 
April 8 60 9 61 8 67 
Mei 8 59 9 58 8 72 
Juni 9 56 9 58 8 74 
Juli 9 57 9 59 8 76 
Agustus  9 58 9 60 8 76 
September 9 58 9 61 9 74 
Oktober 9 58 9 62 9 73 
November 9 57 9 63 9 74 
Desember  9 59 9 63 9 73 





      Kepatuhan pajak adalah suatu keadaan dimana wajib pajak (pengusaha 
kena pajak) memenuhi semua kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan 
dalam undang-undang perpajakan. Untuk mengetahui tingkat kepatuhan 
Pengusaha Kena Pajak dapat dilakukan dengan menggunakan Key Performance 
Indicator, yaitu dengan cara membandingkan jumlah Surat Pemberitahuan Masa 
Pajak Pertambahan Nilai dengan jumlah Pengusaha Kena Pajak yang terdaftar 
di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan. Sebagaimana yang telah 
dijelaskan sebelumnya, untuk menentukan tingkat kepatuhan Pengusaha Kena 
Pajak, maka digunakan rumus sebagai berikut. 
𝑇𝑖𝑛𝑔𝑘𝑎𝑡 𝑘𝑒𝑝𝑎𝑡𝑢ℎ𝑎𝑛 𝑃𝐾𝑃 =
𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑆𝑃𝑇 𝑀𝑎𝑠𝑎 𝑃𝑃𝑁
𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑃𝐾𝑃 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑡𝑒𝑟𝑑𝑎𝑓𝑡𝑎𝑟 
 ×  100% 
     
Tabel 4.4 Tingkat Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak Jenis Usaha Industri 
Tahun 2013 
 Sumber: Seksi PDI KPP Pratama Makassar Selatan 
Keterangan: 
P : Patuh 
CP : Cukup Patuh 
KP : Kurang Patuh 








Rasio Kepatuhan Kriteria 
op badan op badan op badan op badan 
Januari 7 59 10 66 70,00% 89,39% KP CP 
Februari 8 58 11 69 72,73% 84,06% KP CP 
Maret 8 59 11 71 72,73% 83,10% KP CP 
April 8 60 11 74 72,73% 81,08% KP CP 
Mei 8 59 11 76 72,73% 77,63% KP KP 
Juni 9 56 12 76 75,00% 73,68% KP KP 
Juli 9 57 12 77 75,00% 74,03% KP KP 
Agustus  9 58 12 77 75,00% 75,32% KP KP 
September 9 58 12 77 75,00% 75,32% KP KP 
Oktober 9 58 12 78 75,00% 74,36% KP KP 
November 9 57 12 79 75,00% 72,15% KP KP 
Desember  9 59 12 80 75,00% 73,75% KP KP 





      Tabel 4.4 di atas menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan pengusaha kena 
pajak orang pribadi tahun 2013 jenis usaha industri memiliki rata-rata sebesar 
73,83%. Jadi berdasarkan kriteria atau indikator tersebut maka dapat dinilai dan 
dikatakan bahwa tingkat kepatuhan pengusaha kena pajak  orang pribadi adalah 
kurang patuh. Hal tersebut menunjukkan bahwa pengusaha kena pajak orang 
pribadi jenis usaha industri yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama 
Makassar Selatan tahun 2013 cukup patuh dalam melaksanakan kewajibannya 
melaporkan SPT Masa PPN. Lebih tinggi dibanding pengusaha kena pajak orang 
pribadi, tingkat kepatuhan pengusaha kena pajak badan jenis usaha industri 
memiliki rata-rata sebesar 77,82%, menunjukkan bahwa pengusaha kena pajak 
badan jenis usaha industri yang terdaftar di Kantor Pelayan Pajak Pratama 
Makassar Selatan dalam melaksanakan kewajibannya melaporkan SPT Masa 
PPN adalah kurang patuh. 
      Tingkat kepatuhan tertinggi adalah pengusaha kena pajak badan pada bulan 
Januari dengan rasio kepatuhan 89,39%, hal ini menunjukkan bahwa pengusaha 
kena pajak badan jenis usaha industri yang terdaftar pada bulan tersebut cukup 
patuh dalam melaksanakan kewajibannya melaporkan SPT Masa PPN. Tingkat 
kepatuhan pengusaha kena pajak baik orang pribadi maupun badan jenis usaha 
industri tahun 2013 mengalami fluktuatif yaitu mengalami kenaikan dan 
penurunan yang tidak tetap, disisi lain kenaikan jumlah pengusaha kena pajak 










      Selanjutnya, tingkat kepatuhan pengusaha kena pajak jenis usaha industri 
tahun 2014 dapat dilihat pada tabel 4.5 sebagai berikut. 
Tabel 4.5 Tingkat Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak Jenis Usaha Industri 
Tahun 2014 
 Sumber: Seksi PDI KPP Pratama Makassar Selatan 
 
      Tabel 4.5 di atas menunjukkan bahwa tahun 2014 tingkat kepatuhan 
pengusaha kena pajak orang pribadi dan badan jenis usaha industri memiliki 
rata-rata sebesar 75,00% dan 70,32%. Jadi berdasarkan kriteria atau indikator 
tersebut maka dapat dinilai dan dikatakan bahwa tingkat kepatuhan pengusaha 
kena pajak jenis usaha industri adalah kurang patuh. Dengan kata lain, 
pengusaha kena pajak baik orang pribadi dan badan jenis usaha industri yang 
terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan tahun 2014 










Rasio Kepatuhan Kriteria 
op badan op badan op badan op badan 
Januari 9 61 12 82 75,00% 74,39% KP KP 
Februari 9 60 12 83 75,00% 72,29% KP KP 
Maret 9 62 12 84 75,00% 73,81% KP KP 
April 9 61 12 84 75,00% 72,62% KP KP 
Mei 9 58 12 85 75,00% 68,24% KP KP 
Juni 9 58 12 86 75,00% 67,44% KP KP 
Juli 9 59 12 86 75,00% 68,60% KP KP 
Agustus  9 60 12 86 75,00% 69,77% KP KP 
September 9 61 12 88 75,00% 69,32% KP KP 
Oktober 9 62 12 90 75,00% 68,89% KP KP 
November 9 63 12 91 75,00% 69,23% KP KP 
Desember  9 63 12 91 75,00% 69,23% KP KP 





      Tingkat kepatuhan pengusaha kena pajak jenis usaha industri tahun 2015 
dapat dilihat pada tabel 4.6 sebagai berikut.  
Tabel 4.6 Tingkat Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak Jenis Usaha Industri 
Tahun 2015 
Sumber: Seksi PDI KPP Pratama Makassar Selatan 
 
      Tabel 4.6 di atas menunjukkan bahwa rasio kepatuhan pengusaha kena 
pajak orang pribadi dan badan tahun 2015 jenis usaha industri mengalami 
penurunan. Rasio kepatuhan pengusaha kena pajak orang pribadi bulan Januari 
75,00% namun pada akhir bulan Desember di tahun yang sama turun menjadi 
64,29%, selain itu rasio kepatuhan pengusaha kena pajak badan 70,97% pada 
bulan Januari turun menjadi 65,18% di bulan Desember. Meski demikian jika 
ditarik secara rata-rata tingkat kepatuhan pengusaha kena pajak orang pribadi 
dan badan tahun 2015 adalah 68,35% dan 68,66%, yang menunjukkan bahwa 
pengusaha kena pajak orang pribadi dan badan jenis usaha industri yang 
terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan dalam 








Rasio Kepatuhan Kriteria 
op badan op badan op badan op badan 
Januari 9 66 12 93 75,00% 70,97% KP KP 
Februari 9 65 12 94 75,00% 69,15% KP KP 
Maret 9 66 12 96 75,00% 68,75% KP KP 
April 8 67 12 101 66,67% 66,34% KP KP 
Mei 8 72 12 103 66,67% 69,90% KP KP 
Juni 8 74 12 104 66,67% 71,15% KP KP 
Juli 8 76 12 106 66,67% 71,70% KP KP 
Agustus 8 76 13 107 61,54% 71,03% KP KP 
September 9 74 13 109 69,23% 67,89% KP KP 
Oktober 9 73 13 111 69,23% 65,77% KP KP 
November 9 74 14 112 64,29% 66,07% KP KP 
Desember 9 73 14 112 64,29% 65,18% KP KP 





     Berdasarkan tabel keseluruhan maka tingkat kepatuhan pengusaha kena 
pajak jenis  usaha industri tahun 2013-2015 dalam tabel 4.7 sebagai berikut. 
Tabel 4.7 Tingkat Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak Jenis Usaha Industri 
Tahun 2013-2015 
Tahun 





2013 73,83% 77,82% 75,83% KP 
2014 75,00% 70,32% 72,66% KP 
2015 68,35% 68,66% 68,51% KP 
Rata-rata 72,33% KP 
Sumber : Data Diolah, 2016 
 
      Tabel 4.7 di atas menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan pengusaha kena 
pajak jenis usaha industri tahun 2013-2015 memiliki rata-rata sebesar 72,33%, 
berdasarkan kriteria dan indikator tersebut maka dapat dinilai dan dikatakan 
bahwa tingkat kepatuhan pengusaha kena pajak jenis usaha industri adalah 
kurang patuh. Hal tersebut menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan pengusaha 
kena pajak jenis usaha industri yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak 
Pratama Makassar Selatan tahun 2013-2015 kurang patuh dalam melaksanakan 
kewajibannya melaporkan SPT Masa PPN. 
      Tingkat kepatuhan pengusaha kena pajak jenis usaha industri dari tahun 
2013 ke  2015 mengalami penurunan. Tahun 2013 tingkat kepatuhan pengusaha 
kena pajak jenis usaha industri rata-rata sebesar 75,83%,  tahun 2014 turun 
menjadi 72,66% dan tahun 2015 sebesar 68,51%, disisi  lain berdasarkan tabel 
4.2 jumlah pengusaha kena pajak setiap tahunnya meningkat. Hal ini 
menunjukkan bahwa kesadaran pengusaha kena pajak masih kurang akan 





4.4.2 Tingkat Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak Jenis Usaha Konstruksi 
      Pengusaha kena pajak jenis usaha konstruksi adalah pengusaha kena pajak 
yang kegiatan usahanya berhubungan dengan perencanaan, pelaksanaan dan 
pengawasan untuk membentuk suatu bangunan atau bentuk fisik lain yang 
dalam pelaksanaan, penggunaan dan pemanfaatan bangunan tersebut 
menyangkut kepentingan dan keselamatan masyarakat pengguna bangunan 
tersebut.  
      Dalam penelitian yang dilakukan, peneliti memperoleh data jumlah 
pengusaha kena pajak dan data jumlah SPT Masa PPN jenis usaha konstruksi 
dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan adalah sebagai berikut.  



















Sumber: Seksi PDI KPP Pratama Makassar Selatan 
           
      Berdasarkan tabel 4.8 di atas dapat diketahui bahwa jumlah pengusaha kena 
pajak orang pribadi yang terdaftar jenis usaha konstruksi tidak mengalami 
peningkatan dari tahun 2013-2015 yaitu 2 pengusaha kena pajak. Sedangkan 











op badan op badan op badan 
Januari 2 722 2 952 2 1122 
Februari 2 745 2 960 2 1142 
Maret 2 767 2 972 2 1162 
April 2 805 2 987 2 1175 
Mei 2 832 2 996 2 1192 
Juni 2 853 2 1002 2 1217 
Juli 2 869 2 1021 2 1235 
Agustus 2 885 2 1047 2 1264 
September 2 900 2 1074 2 1274 
Oktober 2 913 2 1090 2 1288 
November 2 925 2 1103 2 1300 





adalah 940 pengusaha kena pajak, pada tahun 2014 naik menjadi 1109 
pengusaha kena pajak dan tahun 2015 menjadi 1318 pengusaha kena pajak.  
      Jumlah pengusaha kena pajak yang sudah melaporkan SPT Masa PPN jenis 
usaha konstruksi tahun 2013-2015 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar 
Selatan ditunjukkan dalam tabel 4.9 sebagai berikut. 















Sumber: Seksi PDI KPP Pratama Makassar Selatan 
   
       Berdasarkan tabel 4.9 di atas dapat diketahui bahwa jumlah SPT Masa PPN 
jenis usaha konstruksi orang pribadi dan badan yang sudah disampaikan pada 
tahun 2013 sebanyak 8307, tahun 2014 naik menjadi 9239 dan tahun 2015 
10589 SPT Masa PPN yang disampaikan. Jumlah SPT Masa PPN badan jenis 
usaha konstruksi mengalami peningkatan tiap tahunnya rata-rata sebesar 
12,92% atau 1141 SPT Masa PPN yang disampaikan. 
Bulan 
Jumlah SPT 








op badan op badan op badan 
Januari 1 661 1 746 1 824 
Februari 1 649 1 751 1 837 
Maret 1 668 1 760 1 845 
April 1 680 1 763 1 843 
Mei 1 703 1 767 1 857 
Juni 1 662 1 762 1 874 
Juli 1 683 1 766 1 891 
Agustus  1 697 1 771 1 906 
September 1 717 1 769 1 918 
Oktober 1 718 1 784 1 925 
November 1 725 1 794 1 928 
Desember  1 732 1 794 1 929 





      Tingkat kepatuhan pengusaha kena pajak jenis usaha konstruksi tahun 2013 
adalah sebagai berikut. 
Tabel 4.10 Tingkat Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak Jenis Usaha  
Konstruksi Tahun 2013 
Sumber: Seksi PDI KPP Pratama Makassar Selatan 
 
      Tabel 4.10 di atas menunjukkan bahwa tahun 2013 tingkat kepatuhan 
pengusaha kena pajak orang pribadi jenis usaha konstruksi memiliki rata-rata 
sebesar 50,00%.  Berdasarkan kriteria atau indikator tersebut maka dapat dinilai 
dan dikatakan bahwa tingkat kepatuhan pengusaha kena pajak orang pribadi 
adalah tidak patuh. Berbeda dengan pengusaha kena pajak badan, tahun 2013 
tingkat kepatuhan pengusaha kena pajak badan memiliki rata-rata sebesar 
82,02%, berdasarkan kriteria atau indikator tersebut maka dapat dinilai dan 
dikatakan bahwa tingkat kepatuhan pengusaha kena pajak badan adalah cukup 
patuh. Hal tersebut menunjukkan bahwa pengusaha kena pajak badan jenis 








Rasio Kepatuhan Kriteria 
op badan op badan op badan op badan 
Januari 1 661 2 722 50,00% 91,55% TP P 
Februari 1 649 2 745 50,00% 87,11% TP CP 
Maret 1 668 2 767 50,00% 87,09% TP CP 
April 1 680 2 805 50,00% 84,47% TP CP 
Mei 1 703 2 832 50,00% 84,50% TP CP 
Juni 1 662 2 853 50,00% 77,61% TP KP 
Juli 1 683 2 869 50,00% 78,60% TP KP 
Agustus  1 697 2 885 50,00% 78,76% TP KP 
September 1 717 2 900 50,00% 79,67% TP KP 
Oktober 1 718 2 913 50,00% 78,64% TP KP 
November 1 725 2 925 50,00% 78,38% TP KP 
Desember  1 732 2 940 50,00% 77,87% TP KP 





Selatan tahun 2013 cukup patuh dalam melaksanakan kewajibannya melaporkan 
SPT Masa PPN. 
       Selanjutnya tingkat pengusaha kena pajak jenis usaha konstruksi tahun 
2014 dapat dilihat pada tabel 4.11 sebagai berikut. 
Tabel 4.11 Tingkat Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak Jenis Usaha 
Konstruksi Tahun 2014 
 Sumber: Seksi PDI KPP Pratama Makassar Selatan 
 
        Tabel 4.11 di atas menunjukkan rata-rata tingkat kepatuhan pengusaha 
kena pajak orang pribadi jenis usaha konstruksi tahun 2014 adalah 50,00% 
tergolong dalam kriteria tidak patuh. Hal ini menunjukkan bahwa pengusaha 
kena pajak orang pribadi jenis usaha konstruksi yang terdaftar di Kantor Pelayan 
Pajak Pratama Makassar Selatan tidak patuh dalam melaksanakan kewajibannya 
melaporkan SPT Masa PPN. Berbeda dengan pengusaha kena pajak badan 
jenis usaha konstruksi yang memiliki rata-rata tingkat kepatuhan sebesar 
75,08%. Berdasarkan kriteria atau indikator tersebut maka dapat dinilai dan 








Rasio Kepatuhan Kriteria 
op badan op badan op badan op badan 
Januari 1 746 2 952 50,00% 78,36% TP KP 
Februari 1 751 2 960 50,00% 78,23% TP KP 
Maret 1 760 2 972 50,00% 78,19% TP KP 
April 1 763 2 987 50,00% 77,30% TP KP 
Mei 1 767 2 996 50,00% 77,01% TP KP 
Juni 1 762 2 1002 50,00% 76,05% TP KP 
Juli 1 766 2 1021 50,00% 75,02% TP KP 
Agustus  1 771 2 1047 50,00% 73,64% TP KP 
September 1 769 2 1074 50,00% 71,60% TP KP 
Oktober 1 784 2 1090 50,00% 71,93% TP KP 
November 1 794 2 1103 50,00% 71,99% TP KP 
Desember  1 794 2 1109 50,00% 71,60% TP KP 





konstruksi adalah kurang patuh. Dengan kata lain, pengusaha kena pajak baik 
badan jenis usaha konstruksi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama 
Makassar Selatan tahun 2014 dalam melaksanakan kewajibannya melaporkan  
SPT Masa PPN adalah kurang patuh 
      Tingkat kepatuhan pengusaha kena pajak jenis usaha konstruksi tahun 2015 
dapat dilihat pada tabel 4.12 sebagai berikut. 
Tabel 4.12 Tingkat Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak Jenis Usaha 
Konstruksi Tahun 2015 
 Sumber: Seksi PDI KPP Pratama Makassar Selatan 
 
      Tabel 4.12 di atas menunjukkan tingkat kepatuhan pengusaha kena pajak 
orang pribadi jenis usaha konstruksi tidak mengalami perubahan tiap bulannya 
dengan rasio kepatuhan 50,00% merupakan kriteria tidak patuh. Hal Ini berarti 
pengusaha kena pajak orang pribadi jenis usaha konstruksi yang terdaftar di 
Kantor Pelayan Pajak Pratama Makassar Selatan dalam melaksanakan 











op badan op badan op badan op badan 
Januari 1 824 2 1122 50,00% 73,44% TP KP 
Februari 1 837 2 1142 50,00% 73,29% TP KP 
Maret 1 845 2 1162 50,00% 72,72% TP KP 
April 1 843 2 1175 50,00% 71,74% TP KP 
Mei 1 857 2 1192 50,00% 71,90% TP KP 
Juni 1 874 2 1217 50,00% 71,82% TP KP 
Juli 1 891 2 1235 50,00% 72,15% TP KP 
Agustus  1 906 2 1264 50,00% 71,68% TP KP 
September 1 918 2 1274 50,00% 72,06% TP KP 
Oktober 1 925 2 1288 50,00% 71,82% TP KP 
November 1 928 2 1300 50,00% 71,38% TP KP 
Desember  1 929 2 1318 50,00% 70,49% TP KP 





pengusaha kena pajak badan tahun 2015 memiliki rata-rata tingkat kepatuhan 
sebesar 72,04%. Jadi berdasarkan kriteria atau indikator tersebut maka dapat 
dinilai dan dikatakan bahwa tingkat kepatuhan pengusaha kena pajak badan 
jenis usaha konstruksi adalah kurang patuh. Hal tersebut menunjukkan 
pengusaha kena pajak badan jenis usaha konstruksi yang terdaftar di Kantor 
Pelayan Pajak Pratama Makassar Selatan tahun 2015 dalam melaksanakan 
kewajibannya melaporkan SPT Masa PPN adalah kurang patuh. 
     Berdasarkan tabel keseluruhan maka tingkat kepatuhan pengusaha kena 
pajak jenis  usaha konstruksi tahun 2013-2015 dapat dilihat dalam tabel 4.13 
sebagai berikut. 
Tabel 4.13 Tingkat Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak Jenis Usaha 
Konstruksi Tahun 2013-2015 
Tahun 
Rasio kepatuhan Kriteria 
op badan op badan 
2013 50,00% 82,02% TP CP 
2014 50,00% 75,08% TP KP 
2015 50,00% 70,87% TP KP 
Rata-rata 50,00% 72,04% TP KP 
Sumber : Data Diolah, 2016 
      Tabel 4.13 di atas menunjukkan bahwa tahun 2013-2015 rata-rata tingkat 
kepatuhan pengusaha kena pajak orang pribadi jenis usaha konstruksi adalah 
50,00%, berdasarkan kriteria atau indikator tersebut maka dapat dinilai dan 
dikatakan bahwa tingkat kepatuhan pengusaha kena pajak orang pribadi jenis 
usaha konstruksi adalah tidak patuh. Berbeda dengan tingkat kepatuhan 
pengusaha kena pajak badan memiliki rata-rata sebesar 72,04%, berdasarkan 
indikator tersebut maka dapat dinilai dan dikatakan bahwa tingkat kepatuhan 





kepatuhan ini menunjukkan bahwa pengusaha kena pajak badan jenis usaha 
konstruksi lebih patuh dibanding pengusaha kena pajak orang pribadi dalam 
melaporkan SPT Masa PPN.  
      Tingkat kepatuhan pengusaha kena pajak jenis usaha industri dari tahun 
2013 ke  2015 mengalami penurunan. Tahun 2013 rasio kepatuhan pengusaha 
kena pajak jenis usaha konstruksi rata-rata sebesar 66,01%, tahun 2014 turun 
menjadi 62,54% dan tahun 2015 sebesar 61,02%. Penurunan tersebut 
menunjukkan bahwa kesadaran Pengusaha Kena Pajak masih kurang akan 
kewajibannya melaporkan SPT Masa PPN.   
4.4.3 Tingkat Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak Jenis Usaha Jasa 
      Pengusaha kena pajak jenis usaha jasa adalah pengusaha kena pajak yang 
kegiatan usahanya bergerak di bidang pemberian pelayanan kepada konsumen 
dengan tujuan memperoleh pendapatan berupa imbalan jasa.   
      Dalam penelitian yang dilakukan, peneliti memperoleh data jumlah 
pengusaha kena pajak dan jumlah SPT Masa PPN jenis usaha jasa dari Kantor 









































Sumber: Seksi PDI KPP Pratama Makassar Selatan 
 
      Berdasarkan tabel 4.14 di atas diketahui bahwa jumlah pengusaha kena 
pajak yang terdaftar dan aktif dalam pelaporan SPT Masa PPN pada tahun 2013 
adalah 653 pengusaha kena pajak, tahun 2014 naik menjadi 816 pengusaha 
kena pajak, dan tahun 2015 menjadi 1002 pengusaha kena pajak. Jumlah 
pengusaha kena pajak yang terdaftar wajib menyampaikan SPT Masa PPN jenis 
usaha industri baik orang pribadi maupun badan mengalami peningkatan tiap 
tahunnya. 
      Jumlah pengusaha kena pajak yang sudah melaporkan SPT Masa PPN jenis 
usaha jasa tahun 2013-1015 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar 















Op badan op badan op badan 
Januari 32 450 36 625 38 786 
Februari 32 456 36 635 39 804 
Maret 33 489 36 647 39 826 
April 33 514 36 658 39 847 
Mei 33 538 36 667 39 858 
Juni 33 544 36 677 39 877 
Juli 33 561 36 705 40 891 
Agustus  35 572 36 724 40 902 
September 35 586 36 738 40 918 
Oktober 35 595 36 756 40 932 
November 35 608 38 769 41 942 






















Sumber: Seksi PDI KPP Pratama Makassar Selatan 
 
 
       Berdasarkan tabel 4.15 di atas dapat diketahui bahwa jumlah  SPT Masa 
PPN jenis usaha jasa orang pribadi yang sudah disampaikan pada tahun 2013 
sebanyak 312, tahun 2014 sebanyak 293, dan 333  pada tahun 2015. Jumlah 
SPT Masa PPN jenis usaha jasa orang pribadi pada tahun 2013 sampai tahun 
2015 mengalami fluktuatif atau tidak tetap dalam peningkatan dan penurunan 
jumlah penyampaian SPT Masa PPN yang disampaikan. Sedangkan jumlah SPT 
Masa PPN badan terus mengalami peningkatan tiap tahunnya, pada tahun 2013 
sebesar 5274, tahun 2014 naik menjadi 6224, dan pada tahun 2015 sebesar 













op badan op badan op badan 
Januari 26 403 26 488 27 554 
Februari 26 402 25 489 27 563 
Maret 26 410 24 496 27 571 
April 27 425 24 509 27 586 
Mei 28 444 24 516 27 595 
Juni 25 423 25 516 27 603 
Juli 25 442 25 528 28 610 
Agustus  27 452 25 531 28 617 
September 25 463 25 523 28 624 
Oktober 26 466 24 530 29 639 
November 26 468 23 545 29 630 
Desember  25 476 23 553 29 632 





      Tingkat kepatuhan pengusaha kena pajak jenis usaha jasa tahun 2013 dapat 
dilihat pada tabel 4.16 sebagai berikut. 
Tabel 4.16 Tingkat Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak Jenis Usaha Jasa 
Tahun 2013 
Sumber: Seksi PDI KPP Pratama Makassar Selatan 
 
      Tabel 4.16 menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan pengusaha kena pajak 
orang pribadi tahun 2013 memiliki rata-rata sebesar 77,17%, berdasarkan kriteria 
dan indikator tersebut tingkat kepatuhan pengusaha kena pajak orang pribadi 
jenis usaha jasa adalah kurang patuh, berdeda dengan tingkat kepatuhan 
pengusaha kena pajak badan sebesar 81,15% dengan kriteria cukup patuh. 
Perbedaan tingkat kepatuhan ini menunjukkan bahwa pengusaha kena pajak 
badan jenis usaha jasa yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama 
Makassar Selatan lebih patuh dibandingkan pengusaha kena pajak badan dalam 









Rasio Kepatuha Kriteria 
op badan op badan op badan op badan 
Januari 26 403 32 450 81,25% 89,56% CP CP 
Februari 26 402 32 456 81,25% 88,16% CP CP 
Maret 26 410 33 489 78,79% 83,84% KP CP 
April 27 425 33 514 81,82% 82,68% CP CP 
Mei 28 444 33 538 84,85% 82,53% CP CP 
Juni 25 423 33 544 75,76% 77,76% KP KP 
Juli 25 442 33 561 75,76% 78,79% KP KP 
Agustus  27 452 35 572 77,14% 79,02% KP KP 
September 25 463 35 586 71,43% 79,01% KP KP 
Oktober 26 466 35 595 74,29% 78,32% KP KP 
November 26 468 35 608 74,29% 76,97% KP KP 
Desember  25 476 36 617 69,44% 77,15% KP KP 





      Tingkat kepatuhan pengusaha kena pajak jenis usaha jasa tahun 2014 dapat 
dilihat pada tabel 4.17 sebagai berikut. 
Tabel 4.17 Tingkat Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak Jenis Usaha Jasa 
Tahun 2014 
Sumber: Seksi PDI KPP Pratama Makassar Selatan 
 
      Tabel 4.17 di atas menunjukkan bahwa tahun 2014 tingkat kepatuhan 
pengusaha kena pajak orang pribadi dan badan jenis usaha jasa memiliki rata-
rata sebesar 67,26% dan 74,49%. Jadi berdasarkan kriteria atau indikator 
tersebut maka dapat dinilai dan dikatakan bahwa tingkat kepatuhan pengusaha 
kena pajak orang pribadi dan badan jenis usaha jasa adalah kurang patuh. 
Dengan kata lain, tahun 2014 pengusaha kena pajak orang pribadi dan badan 
jenis usaha jasa yang terdaftar di Kantor Pelayan Pajak Pratama Makassar 
Selatan kurang patuh dalam melaksanakan kewajibannya melaporkan SPT Masa 
PPN. 











op badan op badan op badan op badan 
Januari 26 488 36 625 72,22% 78,08% KP KP 
Februari 25 489 36 635 69,44% 77,01% KP KP 
Maret 24 496 36 647 66,67% 76,66% KP KP 
April 24 509 36 658 66,67% 77,36% KP KP 
Mei 24 516 36 667 66,67% 77,36% KP KP 
Juni 25 516 36 677 69,44% 76,22% KP KP 
Juli 25 528 36 705 69,44% 74,89% KP KP 
Agustus  25 531 36 724 69,44% 73,34% KP KP 
September 25 523 36 738 69,44% 70,87% KP KP 
Oktober 24 530 36 756 66,67% 70,11% KP KP 
November 23 545 38 769 60,53% 70,87% KP KP 
Desember  23 553 38 778 60,53% 71,08% KP KP 





      Selanjutnya tingkat  kepatuhan pengusaha kena pajak jenis usaha jasa tahun 
2015 dapat dilihat pada tabel 4.18 sebagai berikut. 
Tabel 4.18 Tingkat Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak Jenis Usaha Jasa 
Tahun 2015 
Sumber: Seksi PDI KPP Pratama Makassar Selatan 
   
      Tabel 4.18 di atas menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan pengusaha kena 
pajak orang pribadi jenis usaha jasa tahun 2015 memiliki rata-rata sebesar 
70,10% dan  pengusaha kena pajak badan sebesar 68,58%. Jadi berdasarkan 
kriteria atau indikator tersebut maka dapat dinilai dan dikatakan bahwa tingkat 
kepatuhan pengusaha kena pajak baik orang pribadi maupun badan jenis usaha 
jasa adalah kurang patuh. Hal tersebut menunjukkan bahwa pengusaha kena 
pajak baik orang pribadi maupun badan jenis usaha jasa yang terdaftar tahun 
2015 di Kantor Pelayan Pajak Pratama Makassar Selatan kurang patuh dalam 








Rasio Kepatuhan  Kriteria 
op badan op badan op badan op badan 
Januari 27 554 38 786 71,05% 70,48% KP KP 
Februari 27 563 39 804 69,23% 70,02% KP KP 
Maret 27 571 39 826 69,23% 69,13% KP KP 
April 27 586 39 847 69,23% 69,19% KP KP 
Mei 27 595 39 858 69,23% 69,35% KP KP 
Juni 27 603 39 877 69,23% 68,76% KP KP 
Juli 28 610 40 891 70,00% 68,46% KP KP 
Agustus  28 617 40 902 70,00% 68,40% KP KP 
September 28 624 40 918 70,00% 67,97% KP KP 
Oktober 29 639 40 932 72,50% 68,56% KP KP 
November 29 630 41 942 70,73% 66,88% KP KP 
Desember  29 632 41 961 70,73% 65,76% KP KP 





      Berdasarkan tabel keseluruhan maka tingkat kepatuhan pengusaha kena 
pajak jenis  usaha jasa tahun 2013-2015 dapat dilihat dalam tabel 4.19 sebagai 
berikut. 
Tabel 4.19 Tingkat Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak Jenis Usaha Jasa 
Tahun 2013-2015 
Tahun 





2013 77,17% 81,15% 79,16% KP 
2014 67,26% 74,49% 70,88% KP 
2015 70,10% 68,58% 69,34% KP 
Rata-rata 73,13% KP 
Sumber : Data Diolah, 2016 
   
      Tabel 4.19 di atas menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan pengusaha kena 
pajak jenis usaha jasa tahun 2013-2015 memiliki rata-rata sebesar 73,13%, 
berdasarkan kriteria dan indikator tersebut maka dapat dinilai dan dikatakan 
bahwa tingkat kepatuhan pengusaha kena pajak jenis usaha jasa dalam 
melaksanakan kewajibannya melaporkan SPT Masa PPN adalah kurang patuh. 
Tingkat kepatuhan pengusaha kena pajak jenis usaha jasa dari tahun 2013 ke 
2015 mengalami penurunan, tingkat kepatuhan pengusaha kena pajak jenis 
usaha jasa tahun 2013 memiliki rata-rata sebesar 79,16%, tahun 2014 turun 
menjadi 70,88% dan tahun 2015 sebesar 69,34%. Hal tersebut menunjukkan 
bahwa kesadaran Pengusaha Kena Pajak masih kurang akan kewajibannya 








4.4.5 Tingkat Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak jenis usaha perdagangan 
      Pengusaha kena pajak jenis usaha perdagangan adalah pengusaha kena 
pajak yang kegiatan usahanya bergerak di bidang jual beli barang, membeli dari 
produsen dan menjual ke konsumen tanpa merubah bentuk, maupun mutu 
barang  yang  diperjual belikan.  
      Dalam penelitian yang dilakukan, peneliti memperoleh data jumlah 
pengusaha kena pajak dan data jumlah SPT Masa PPN jenis usaha perdagangn 
dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan adalah sebagai berikut.  














Sumber: Seksi PDI KPP Pratama Makassar Selatan 
   
      Berdasarkan tabel 4.20 di atas diketahui bahwa jumlah pengusaha kena 
pajak yang terdaftar dan aktif dalam pelaporan SPT Masa PPN jenis usaha 
perdagangan pada tahun 2013 adalah 900 pengusaha kena pajak, pada tahun 
2014 naik menjadi 1083 pengusaha kena pajak, dan tahun 2015 menjadi 1278 











op badan op badan op badan 
Januari 58 658 66 848 69 1023 
Februari 59 679 66 857 70 1036 
Maret 60 707 66 876 70 1048 
April 63 736 67 894 70 1079 
Mei 64 753 67 904 71 1097 
Juni 64 764 67 917 72 1112 
Juli 64 774 67 944 72 1127 
Agustus  64 786 69 959 72 1134 
September 64 799 69 979 72 1153 
Oktober 64 812 69 992 72 1174 
November 64 820 69 1004 74 1189 





menyampaikan SPT Masa PPN jenis usaha perdagangan baik orang pribadi dan 
badan dari tahun 2013 sampai tahun 2015 mengalami peningkatan. 
      Jumlah pengusaha kena pajak yang sudah melaporkan SPT Masa PPN jenis 
usaha perdagangan tahun 2013-1015 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama 
Makassar Selatan ditunjukkan dalam tabel 4.21 sebagai berikut. 



















Sumber: Seksi PDI KPP Pratama Makassar Selatan 
   
       Berdasarkan tabel 4.21 di atas dapat diketahui bahwa jumlah  SPT Masa 
PPN jenis usaha perdagangan yang sudah disampaikan pada tahun 2013 
sebanyak 8027, tahun 2014 naik menjadi 9010, dan 10188 pada tahun 2015. 
Jumlah SPT Masa PPN jenis usaha perdagangan terus mengalami peningkatan 
tiap tahunnya rata-rata sebesar 12,66% atau 1081 SPT Masa PPN yang 
disampaikan. 











op badan op badan op badan 
Januari 52 582 54 661 50 749 
Februari 50 584 52 670 51 752 
Maret 51 594 51 677 51 756 
April 51 618 52 687 51 775 
Mei 55 630 50 693 52 792 
Juni 55 595 51 700 52 798 
Juli 52 610 51 706 52 802 
Agustus  55 620 53 713 53 804 
September 54 622 53 710 53 816 
Oktober 53 639 53 715 52 837 
November 53 645 52 721 52 841 
Desember  53 654 52 733 52 845 





      Tingkat kepatuhan pengusaha kena pajak jenis usaha perdagangan tahun 
2013 dapat dilihat pada tabel 4.22 sebagai berikut. 
Tabel 4.22 Tingkat Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak Jenis Usaha 
Perdagangan Tahun 2013 
Sumber: Seksi PDI KPP Pratama Makassar Selatan 
   
      Tabel 4.22 di atas menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan pengusaha kena 
pajak orang pribadi tahun 2013 jenis usaha perdagangan memiliki rata-rata 
sebesar 84,25%. Jadi berdasarkan kriteria atau indikator tersebut maka dapat 
dinilai dan dikatakan bahwa tingkat kepatuhan pengusaha kena pajak orang 
pribadi adalah cukup patuh. Tingkat kepatuhan pengusaha kena pajak badan 
jenis usaha perdagangan memiliki rata-rata tingkat kepatuhan sebesar 81,27%, 
jadi berdasarkan kriteria atau indikator tersebut maka dapat dinilai dan dikatakan 
bahwa tingkat kepatuhan pengusaha kena pajak jenis usaha perdagangan 
adalah cukup patuh. Hal ini menunjukkan bahwa pengusaha kena pajak baik 











op badan op badan op badan op badan 
Januari 52 582 58 658 89,66% 88,45% CP CP 
Februari 50 584 59 679 84,75% 86,01% CP CP 
Maret 51 594 60 707 85,00% 84,02% KP CP 
April 51 618 63 736 80,95% 83,97% KP CP 
Mei 55 630 64 753 85,94% 83,67% CP CP 
Juni 55 595 64 764 85,94% 77,88% CP KP 
Juli 52 610 64 774 81,25% 78,81% CP KP 
Agustus  55 620 64 786 85,94% 78,88% CP KP 
September 54 622 64 799 84,38% 77,85% KP KP 
Oktober 53 639 64 812 82,81% 78,69% KP KP 
November 53 645 64 820 82,81% 78,66% KP KP 
Desember  53 654 65 835 81,54% 78,32% KP KP 





Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan tahun 2013 cukup patuh dalam 
melaksanakan kewajibannya melaporkan SPT Masa PPN. 
      Selanjutnya tingkat pengusaha kena pajak jenis usaha perdagangan tahun 
2014 dapat dilihat pada tabel 4.23 sebagai berikut. 
Tabel 4.23 Tingkat Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak Jenis Usaha 
Perdagangan Tahun 2014 
Sumber: Seksi PDI KPP Pratama Makassar Selatan 
     
      Tabel 4.23 di atas menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan pengusaha kena 
pajak orang pribadi dan badan tahun 2014 jenis usaha perdagangan memiliki 
rata-rata sebesar 76,96% dan 75,09%. Jadi berdasarkan kriteria atau indikator 
tersebut maka dapat dinilai dan dikatakan bahwa tingkat kepatuhan pengusaha 
kena pajak orang pribadi dan badan adalah kurang patuh. Hal tersebut 
menunjukkan bahwa tahun 2014 tingkat kepatuhan pengusaha kena pajak baik  
orang pribadi maupun badan jenis usaha perdagangan yang terdaftar di Kantor 
Pelayan Pajak Pratama Makassar Selatan dalam melaksanakan kewajibannya 











op badan op badan op badan op badan 
Januari 54 661 66 848 81,82% 77,95% CP KP 
Februari 52 670 66 857 78,79% 78,18% KP KP 
Maret 51 677 66 876 77,27% 77,28% KP KP 
April 52 687 67 894 77,61% 76,85% KP KP 
Mei 50 693 67 904 74,63% 76,66% KP KP 
Juni 51 700 67 917 76,12% 76,34% KP KP 
Juli 51 706 67 944 76,12% 74,79% KP KP 
Agustus  53 713 69 959 76,81% 74,35% KP KP 
September 53 710 69 979 76,81% 72,52% KP KP 
Oktober 53 715 69 992 76,81% 72,08% KP KP 
November 52 721 69 1004 75,36% 71,81% KP KP 
Desember  52 733 69 1014 75,36% 72,29% KP KP 





      Tingkat pengusaha kena pajak jenis usaha perdagangan tahun 2015 dapat 
dilihat pada tabel 4.24 sebagai berikut. 
Tabel 4.24 Tingkat Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak Jenis Usaha 
Perdagangan Tahun 2015 
 Sumber: Seksi PDI KPP Pratama Makassar Selatan 
   
      Tabel 4.24 di atas menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan pengusaha kena 
pajak orang pribadi tahun 2015 jenis usaha perdagangan memiliki rata-rata 
sebesar 72,39%, berdasarkan kriteria atau indikator tersebut maka dapat dinilai 
dan dikatakan bahwa tingkat kepatuhan pengusaha kena pajak orang pribadi 
adalah kurang patuh. Hal tersebut menunjukkan bahwa pengusaha kena pajak 
orang pribadi jenis usaha perdagangan yang terdaftar di Kantor Pelayan Pajak 
Pratama Makassar Selatan kurang patuh dalam melaksanakan kewajibannya 
melaporkan SPT Masa PPN. 
      Tingkat kepatuhan pengusaha kena pajak badan jenis usaha perdagangan 
tahun 2015 memiliki  rata-rata tingkat kepatuhan adalah sebesar 71,56%, yang 








Rasio Kepatuhan Kriteria 
op badan op badan op badan op badan 
Januari 50 749 69 1023 72,46% 73,22% KP KP 
Februari 51 752 70 1036 72,86% 72,59% KP KP 
Maret 51 756 70 1048 72,86% 72,14% KP KP 
April 51 775 70 1079 72,86% 71,83% KP KP 
Mei 52 792 71 1097 73,24% 72,20% KP KP 
Juni 52 798 72 1112 72,22% 71,76% KP KP 
Juli 52 802 72 1127 72,22% 71,16% KP KP 
Agustus  53 804 72 1134 73,61% 70,90% KP KP 
September 53 816 72 1153 73,61% 70,77% KP KP 
Oktober 52 837 72 1174 72,22% 71,29% KP KP 
November 52 841 74 1189 70,27% 70,73% KP KP 
Desember  52 845 74 1204 70,27% 70,18% KP KP 





yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan tahun 2015 
kurang patuh dalam melaksanakan kewajibannya melaporkan SPT Masa PPN. 
      Tingkat kepatuhan pengusaha kena pajak jenis usaha perdagangan tahun 
2013-2015 dapat dilihat dalam tabel 4.25 sebagai berikut. 
Tabel 4.25 Tingkat Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak Jenis Usaha 
Perdagangan Tahun 2013-2015 
Tahun 





2013 84,25% 81,27% 82,76% CP 
2014 76,96% 75,09% 76,03% KP 
2015 72,39% 71,56% 71,98% KP 
Rata-rata 76,92% KP 
Sumber : Data Dioleh, 2016 
 
      Tabel 4.25 di atas menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan pengusaha kena 
pajak jenis usaha perdagangan tahun 2013-2015 mengalami penurunan. Rasio 
kepatuhan tahun 2013 sebesar 82,76% dengan kriteria cukup patuh, tahun 2014 
dan 2015 turun menjadi kurang patuh dengan rasio 76,03% dan 71,98%. Meski 
demikian jika ditarik rata-rata selama kurun waktu 2013 sampai 2015 rasio 
kepatuhan pengusaha kena pajak jenis usaha perdagangan adalah 76,92%, 
berdasarkan kriteria dan indikator tersebut maka dapat dinilai dan dikatakan 
bahwa tingkat kepatuhan pengusaha kena pajak adalah kurang patuh. 
Penurunan tingkat kepatuhan pengusaha kena pajak setiap tahunnya 
menunjukkan bahwa kesadaran Pengusaha Kena Pajak masih kurang akan 







5.1   Kesimpulan dan Saran 
5.1.1 Kesimpulan 
      Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan 
mengenai analisis kepatuhan pengusaha kena pajak yang terdaftar di Kantor 
Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan dapat disimpulkan sebagai berikut. 
1. Tingkat kepatuhan pengusaha kena pajak jenis usaha industri tahun 2013-
2015 mengalami penurunan. Berdasarkan analisis data maka dikatakan 
bahwa tingkat kepatuhan pengusaha kena pajak jenis usaha industri yang 
terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan tahun 2013-
2015 dalam melaksanakan kewajibannya melaporkan SPT Masa PPN 
adalah kurang patuh.  
2. Tingkat kepatuhan pengusaha kena pajak jenis usaha konstruksi tahun 
2013-2015 mengalami penurunan. Berdasarkan analisis data maka dapat 
dikatakan bahwa tingkat kepatuhan pengusaha kena pajak jenis usaha 
konstruksi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar 
Selatan tahun 2013-2015 dalam melaksanakan kewajibannya melaporkan 
SPT Masa PPN adalah tidak patuh.  
3. Tingkat kepatuhan pengusaha kena pajak jenis usaha jasa tahun 2013-2015 
mengalami penurunan. Berdasarkan analisis data maka dapat dikatakan 
bahwa tingkat kepatuhan pengusaha kena pajak jenis usaha jasa yang 
terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan tahun 2013-
2015 kurang patuh dalam melaksanakan kewajibannya melaporkan SPT 





4. Tingkat kepatuhan pengusaha kena pajak jenis usaha perdagangan tahun 
2013-2015 mengalami penurunan. Berdasarkan analisis data maka dapat 
dikatakan bahwa tingkat kepatuhan pengusaha kena pajak jenis usaha 
perdagangan yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar 
Selatan tahun 2013-2015 dalam melaksanakan kewajibannya melaporkan 
SPT Masa PPN adalah kurang patuh.  
 
5.1.2 Saran 
      Berikut disajikan beberapa saran berdasarkan hasil penelitian yang dapat 
dijadikan sebagai masukan bagi pihak Kantor Pelayanan Pajak Pratama 
Makassar Selatan. Adapun saran-saran adalah sebagai berikut.  
1. Sebaiknya pihak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan lebih 
mensosialisasikan mengenai kewajiban penyampaian SPT Masa PPN 
kepada Pengusaha Kena Pajak agar Pengusaha Kena Pajak lebih 
memahami kewajiban tersebut. Dengan demikian kepatuhan Pengusaha 
Kena Pajak dalam melaksanakan kewajiban penyampaian SPT Masa PPN 
dapat meningkat. Kepatuhan menyampaikan SPT bukan hanya untuk jenis 
Pajak Pertambahan Nilai (PPN) saja tetapi untuk seluruh jenis pajak negara.  
2. Untuk peneliti selanjutnya dapat mengembangkan penelitian mengenai 
tingkat kepatuhan Pengusaha Kena Pajak tidak hanya dalam penyampaian 
SPT masa PPN saja, tetapi juga pada penyampaian Surat Setoran Pajak 
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JENIS KLASIFIKASI LAPANGAN USAHA (KLU) PENGUSAHA KENA PAJAK YANG TERDAFTAR 
DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MAKASSAR SELATAN DESEMBER 2015 
No 
JENIS  
NAMA KLASIFIKASI LAPANGAN USAHA 
STATUS 
WP  WP 
PENGUSAHA KENA PAJAK JENIS USAHA INDUSTRI 
1 OP INDUSTRI BARANG BANGUNAN DARI KAYU Normal 
2 OP INDUSTRI BARANG PERHIASAN DARI LOGAM MULIA UNTUK KEPERLUAN PRIBADI Normal 
3 OP INDUSTRI KEMASAN DAN KOTAK DARI KERTAS DAN KARTON Normal 
4 OP INDUSTRI PAKU, MUR DAN BAUT Normal 
5 OP INDUSTRI PENCETAKAN UMUM Normal 
6 BADAN INDUSTRI ALAT TULIS DAN GAMBAR TERMASUK PERLENGKAPANNYA Normal 
7 BADAN INDUSTRI ALAT-ALAT LABORATORIUM, FARMASI DAN KESEHATAN DARI KACA Normal 
8 BADAN INDUSTRI BATU BATA DARI TANAH LIAT/KERAMIK Normal 
9 BADAN INDUSTRI MESIN DAN PERKAKAS MESIN UNTUK PENGERJAAN LOGAM Normal 
10 BADAN INDUSTRI MESIN PENGOLAHAN MAKANAN, MINUMAN DAN TEMBAKAU Normal 
11 BADAN INDUSTRI MESIN UNTUK KEPERLUAN UMUM LAINNYA YTDL Normal 
12 BADAN INDUSTRI MORTAR ATAU BETON SIAP PAKAI Normal 
13 BADAN INDUSTRI PAKAIAN JADI (KONVEKSI) DARI TEKSTIL Normal 
14 BADAN INDUSTRI PEMURNIAN DAN PENGOLAHAN GAS ALAM Normal 
15 BADAN INDUSTRI PENCETAKAN KAIN Normal 
16 BADAN INDUSTRI PENGGERGAJIAN KAYU Normal 
17 BADAN INDUSTRI PENGGILINGAN PADI DAN PENYOSOHAN BERAS Normal 
18 BADAN INDUSTRI PENGOLAHAN DAN PENGAWETAN LAINNYA UNTUK IKAN Normal 
19 BADAN INDUSTRI PENGOLAHAN LAINNYA YTDL Normal 
20 BADAN INDUSTRI PERALATAN LISTRIK LAINNYA Normal 
21 BADAN INDUSTRI PERALATAN UNTUK PELINDUNG KESELAMATAN Normal 
22 BADAN INDUSTRI PUPUK BUATAN MAJEMUK HARA MAKRO PRIMER Normal 
23 BADAN INDUSTRI RANSUM MAKANAN HEWAN Normal 
24 BADAN PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN LAINNYA YANG TIDAK MENGANDUNG BIJIH BESI Normal 
25 BADAN PERTAMBANGAN BATU BARA Normal 
26 BADAN PERTAMBANGAN BIJIH BESI Normal 
27 BADAN PERTAMBANGAN BIJIH NIKEL Normal 
28 BADAN PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN LAINNYA YTDL Normal 
29 BADAN PERTAMBANGAN EMAS DAN PERAK Normal 
30 BADAN PERTAMBANGAN MINERAL, BAHAN KIMIA DAN BAHAN PUPUK LAINNYA Normal 
31 BADAN PERTAMBANGAN PASIR BESI Normal 
32 BADAN PERTANIAN PADI Normal 
33 BADAN PERTANIAN TANAMAN HORTIKULTURA BUAH Normal 
34 BADAN PERTANIAN TANAMAN HORTIKULTURA SAYURAN DAUN Normal 
35 BADAN PERTANIAN TANAMAN JAGUNG Normal 
36 BADAN PERTANIAN TANAMAN OBAT ATAU BIOFARMAKA RIMPANG Normal 
  
PENGUSAHA KENA PAJAK JENIS USAHA KONSTRUKSI 
1 OP KONSTRUKSI JARINGAN SALURAN ELEKTRIKAL DAN TELEKOMUNIKASI LAINNYA Normal 
2 OP KONSTRUKSI GEDUNG TEMPAT TINGGAL Normal 




4 BADAN KONSTRUKSI BANGUNAN ELEKTRIKAL Normal 
5 BADAN KONSTRUKSI BANGUNAN PELABUHAN DAN DERMAGA Normal 
6 BADAN KONSTRUKSI BANGUNAN PELABUHAN PERIKANAN Normal 
7 BADAN KONSTRUKSI BANGUNAN PENGOLAHAN, PENYALURAN DAN PENAMPUNGAN AIR MINUM, AIR Normal 
8 BADAN KONSTRUKSI BANGUNAN PRASARANA SUMBER DAYA AIR Normal 
9 BADAN KONSTRUKSI BANGUNAN SIPIL LAINNYA YTDL Normal 
10 BADAN KONSTRUKSI GEDUNG INDUSTRI Normal 
11 BADAN KONSTRUKSI GEDUNG KESEHATAN Normal 
12 BADAN KONSTRUKSI GEDUNG LAINNYA Normal 
13 BADAN KONSTRUKSI GEDUNG PENDIDIKAN Normal 
14 BADAN KONSTRUKSI GEDUNG PERBELANJAAN Normal 
15 BADAN KONSTRUKSI GEDUNG PERKANTORAN Normal 
16 BADAN KONSTRUKSI GEDUNG TEMPAT TINGGAL Normal 
17 BADAN KONSTRUKSI JALAN KERETA API DAN JEMBATAN KERETA API Normal 
18 BADAN KONSTRUKSI JALAN RAYA Normal 
19 BADAN KONSTRUKSI JARINGAN SALURAN ELEKTRIKAL DAN TELEKOMUNIKASI LAINNYA Normal 
20 BADAN KONSTRUKSI JARINGAN SALURAN IRIGASI Normal 
21 BADAN KONSTRUKSI JEMBATAN DAN JALAN LAYANG Normal 
22 BADAN KONSTRUKSI KHUSUS LAINNYA YTDL Normal 
23 BADAN KONSTRUKSI LANDASAN PACU PESAWAT TERBANG Normal 
24 BADAN KONSTRUKSI SENTRAL TELEKOMUNIKASI Normal 
25 BADAN 
PEMASANGAN BANGUNAN KONSTRUKSI PRAFABRIKASI UNTUK KONSTRUKSI JARINGAN SALURAN IRIGASI, 
KOMUNIKASI DAN LIMBAH 
Normal 
26 BADAN PENYEWAAN ALAT KONSTRUKSI DENGAN OPERATOR Normal 
  
PENGUSAHA KENA PAJAK JENIS USAHA JASA 
1 OP ANGKUTAN SEWA Normal 
2 OP JASA FOTOGRAFI Normal 
3 OP JASA PENUNJANG ANGKUTAN DARAT LAINNYA Normal 
4 OP JASA PERORANGAN LAINNYA YTDL Normal 
5 OP JASA PERSEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI MOBIL, BUS, TRUK DAN SEJENISNYA Normal 
6 OP JASA REPARASI ALAS KAKI DAN BARANG DARI KULIT Normal 
7 OP JASA REPARASI PERALATAN KOMUNIKASI Normal 
8 OP JASA RUMAH SAKIT SWASTA Normal 
9 OP PENJAHITAN DAN PEMBUATAN PAKAIAN SESUAI PESANAN Normal 
10 OP REAL ESTAT YANG DIMILIKI SENDIRI ATAU DISEWA Normal 
11 OP REPARASI DAN PERAWATAN SEPEDA MOTOR Normal 
12 BADAN ANGKUTAN BERMOTOR UNTUK BARANG KHUSUS Normal 
13 BADAN ANGKUTAN BERMOTOR UNTUK BARANG UMUM Normal 
14 BADAN ANGKUTAN BUS ANTARKOTA ANTARPROVINSI (AKAP) Normal 
15 BADAN ANGKUTAN DARAT LAINNYA UNTUK PENUMPANG Normal 
16 BADAN ANGKUTAN LAUT DOMESTIK KHUSUS UNTUK BARANG Normal 
17 BADAN ANGKUTAN LAUT DOMESTIK UMUM LINER UNTUK BARANG Normal 
18 BADAN ANGKUTAN PENYEBERANGAN UMUM ANTARPROVINSI UNTUK PENUMPANG Normal 
19 BADAN ANGKUTAN PERDESAAN Normal 
20 BADAN ANGKUTAN TAKSI Normal 
21 BADAN ANGKUTAN UDARA BERJADWAL DOMESTIK UMUM UNTUK BARANG Normal 
22 BADAN BENDAHARA PEMERINTAH DAERAH Normal 




24 BADAN DEKORASI INTERIOR Normal 
25 BADAN HOTEL BINTANG TIGA Normal 
26 BADAN HOTEL MELATI Normal 
27 BADAN INSTALASI AIR (PIPA) Normal 
28 BADAN INSTALASI LISTRIK Normal 
29 BADAN INSTALASI MEKANIKAL Normal 
30 BADAN INSTALASI MINYAK DAN GAS Normal 
31 BADAN INSTALASI NAVIGASI UDARA Normal 
32 BADAN INSTALASI PENDINGIN DAN VENTILASI UDARA Normal 
33 BADAN INSTALASI TELEKOMUNIKASI Normal 
34 BADAN INTERNET SERVICE PROVIDER Normal 
35 BADAN JASA AGEN PERJALANAN BUKAN WISATA Normal 
36 BADAN JASA AGEN PERJALANAN WISATA Normal 
37 BADAN JASA AKUNTANSI, PEMBUKUAN DAN PEMERIKSA; KONSULTASI PAJAK Normal 
38 BADAN JASA ARSITEKUR DAN TEKNIK SIPIL SERTA KONSULTASI TEKNIS YBDI Normal 
39 BADAN JASA BINATU Normal 
40 BADAN JASA BIRO PERJALANAN WISATA Normal 
41 BADAN JASA BOGA UNTUK SUATU EVENT TERTENTU (EVENT CATERING) Normal 
42 BADAN JASA EKSPEDISI MUATAN KAPAL (EMKL) Normal 
43 BADAN JASA EKSPEDISI MUATAN KERETA API DAN EKSPEDISI ANGKUTAN DARAT (EMKA & EAD) Normal 
44 BADAN JASA EKSPEDISI MUATAN PESAWAT UDARA (EMPU) Normal 
45 BADAN JASA EVENT ORGANIZER Normal 
46 BADAN JASA FOTO KOPI, PENYIAPAN DOKUMEN DAN JASA KHUSUS PENUNJANG KANTOR LAINNYA Normal 
47 BADAN JASA HUKUM Normal 
48 BADAN JASA INDUSTRI UNTUK BERBAGAI PENGERJAAN KHUSUS LOGAM DAN BARANG DARI LOGAM Normal 
49 BADAN JASA INFORMASI PARIWISATA Normal 
50 BADAN JASA JALAN TOL Normal 
51 BADAN JASA KEBANDARUDARAAN Normal 
52 BADAN JASA KEBERSIHAN BANGUNAN DAN INDUSTRI LAINNYA Normal 
53 BADAN JASA KEBERSIHAN UMUM BANGUNAN Normal 
54 BADAN JASA KEGIATAN SOSIAL SWASTA DI LUAR PANTI LAINNYA Normal 
55 BADAN JASA KONSULTASI BISNIS DAN BROKER BISNIS Normal 
56 BADAN JASA MULTIMEDIA LAINNYA Normal 
57 BADAN JASA PASCA PANEN Normal 
58 BADAN JASA PELAYANAN KEPELABUHANAN LAUT Normal 
59 BADAN JASA PELAYANAN KESEHATAN YANG DILAKUKAN OLEH PARAMEDIS Normal 
60 BADAN JASA PELAYANAN PENUNJANG KESEHATAN Normal 
61 BADAN JASA PEMAKAMAN DAN KEGIATAN YBDI Normal 
62 BADAN JASA PEMASANGAN MESIN DAN PERALATAN INDUSTRI Normal 
63 BADAN JASA PEMBERSIHAN DAN PENGELOLAAN SAMPAH LAINNYA Normal 
64 BADAN JASA PEMUPUKAN, PENANAMAN BIBIT/BENIH DAN PENGENDALIAN JASAD PENGGANGGU Normal 
65 BADAN JASA PENDIDIKAN BIMBINGAN BELAJAR DAN KONSELING SWASTA Normal 
66 BADAN JASA PENDIDIKAN LAINNYA SWASTA Normal 
67 BADAN JASA PENDIDIKAN MANAJEMEN DAN PERBANKAN Normal 
68 BADAN JASA PENGURUSAN TRANSPORTASI (JPT) Normal 
69 BADAN JASA PENILAI RISIKO DAN KERUSAKAN Normal 
70 BADAN JASA PENUNJANG ANGKUTAN LAINNYA YTDL Normal 




72 BADAN JASA PENUNJANG JASA KEUANGAN LAINNYA YTDL Normal 
73 BADAN JASA PENUNJANG KELISTRIKAN Normal 
74 BADAN JASA PENUNJANG PENCETAKAN Normal 
75 BADAN JASA PENUNJANG PENDIDIKAN Normal 
76 BADAN JASA PENUNJANG PENGADAAN AIR Normal 
77 BADAN JASA PENUNJANG PERTANIAN LAINNYA Normal 
78 BADAN JASA PENUNJANG PETERNAKAN LAINNYA Normal 
79 BADAN JASA PENUNJANG USAHA LAINNYA YTDL Normal 
80 BADAN JASA PENYALURAN TENAGA KERJA Normal 
81 BADAN JASA PENYEDIAAN TENAGA KERJA WAKTU TERTENTU Normal 
82 BADAN JASA PENYELEKSIAN DAN PENEMPATAN TENAGA KERJA DALAM NEGERI Normal 
83 BADAN JASA PENYELENGGARA PERTEMUAN, PERJALANAN INSENTIF, KONFERENSI DAN PAMERAN Normal 
84 BADAN JASA PERANCANGAN KHUSUS Normal 
85 BADAN JASA PERPARKIRAN DI BADAN JALAN (ON STREET PARKING) Normal 
86 BADAN JASA PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN LAINNYA Normal 
87 BADAN JASA PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS ALAM Normal 
88 BADAN JASA POLIKLINIK SWASTA Normal 
89 BADAN JASA PRODUKSI PENANGKAPAN IKAN DI PERAIRAN UMUM Normal 
90 BADAN JASA PROFESIONAL, ILMIAH DAN TEKNIS LAINNYA YTDL Normal 
91 BADAN JASA REPARASI ALAT ANGKUTAN LAINNYA, BUKAN KENDARAAN BERMOTOR Normal 
92 BADAN JASA REPARASI ALAT-ALAT ELEKTRONIK KONSUMEN Normal 
93 BADAN JASA REPARASI KAPAL, PERAHU DAN BANGUNAN TERAPUNG Normal 
94 BADAN JASA REPARASI KOMPUTER DAN PERALATAN SEJENISNYA Normal 
95 BADAN JASA REPARASI MESIN UNTUK KEPERLUAN UMUM Normal 
96 BADAN JASA REPARASI PERALATAN KOMUNIKASI Normal 
97 BADAN JASA REPARASI PERALATAN RUMAH TANGGA DAN PERALATAN RUMAH DAN KEBUN Normal 
98 BADAN JASA SALON KECANTIKAN Normal 
99 BADAN JASA SISTEM KOMUNIKASI Normal 
100 BADAN JASA STASIUN KERETA API Normal 
101 BADAN JURNALIS BERITA INDEPENDEN Normal 
102 BADAN KEDAI MINUMAN Normal 
103 BADAN KEGIATAN KANTOR PUSAT Normal 
104 BADAN KEGIATAN KONSULTASI KOMPUTER DAN MANAJEMEN FASILITAS KOMPUTER Normal 
105 BADAN KEGIATAN KONSULTASI MANAJEMEN LAINNYA Normal 
106 BADAN KEGIATAN LAINNYA YANG BERKAITAN DENGAN OLAHRAGA Normal 
107 BADAN KEGIATAN ORGANISASI ILMU PENGETAHUAN SOSIAL DAN MASYARAKAT Normal 
108 BADAN KEGIATAN ORGANISASI KEANGGOTAAN LAINNYA YTDL Normal 
109 BADAN KEGIATAN PEKERJA SENI Normal 
110 BADAN KEGIATAN PEMROGRAMAN KOMPUTER Normal 
111 BADAN KEGIATAN PUSAT KEBUGARAN/FITNESS CENTER Normal 
112 BADAN KEGIATAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN JASA KOMPUTER LAINNYA Normal 
113 BADAN KOPERASI SIMPAN PINJAM/UNIT SIMPAN PINJAM Normal 
114 BADAN KURIR Normal 
115 BADAN MODAL VENTURA (VENTURA CAPITAL) Normal 
116 BADAN PEMASANGAN ATAP/ROOF COVERING Normal 
117 BADAN PEMASANGAN PONDASI DAN PILAR Normal 
118 BADAN PEMBANGKITAN TENAGA LISTRIK Normal 




120 BADAN PENANGKAPAN BIOTA AIR LAINNYA DI LAUT Normal 
121 BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN HUMANIORA Normal 
122 BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL Normal 
123 BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ILMU TEKNOLOGI DAN REKAYASA Normal 
124 BADAN PENELITIAN PASAR DAN JAJAK PENDAPAT MASYARAKAT Normal 
125 BADAN PENERBITAN BUKU Normal 
126 BADAN PENERBITAN LAINNYA Normal 
127 BADAN PENERBITAN SURAT KABAR, JURNAL, BULETIN DAN MAJALAH Normal 
128 BADAN PENGELOLAAN DAN PEMBUANGAN SAMPAH YANG TIDAK BERBAHAYA Normal 
129 BADAN PENGELOLAAN LIMBAH Normal 
130 BADAN PENGGALIAN BATU HIAS DAN BATU BANGUNAN Normal 
131 BADAN PENGGALIAN TANAH DAN TANAH LIAT Normal 
132 BADAN PENYEDIA GABUNGAN JASA PENUNJANG FASILITAS Normal 
133 BADAN PENYEDIAAN MAKANAN LAINNYA Normal 
134 BADAN PENYIAPAN LAHAN Normal 
135 BADAN PENYIARAN RADIO OLEH SWASTA Normal 
136 BADAN PERIKLANAN Normal 
137 BADAN POS NASIONAL Normal 
138 BADAN PRODUKSI FILM, VIDEO DAN PROGRAM TELEVISI OLEH SWASTA Normal 
139 BADAN REAL ESTAT ATAS DASAR BALAS JASA (FEE) ATAU KONTRAK Normal 
140 BADAN REPARASI MOBIL Normal 
141 BADAN RESTORAN Normal 
142 BADAN SEWA GUNA USAHA DENGAN HAK OPSI Normal 
143 BADAN TELEKOMUNIKASI DENGAN KABEL Normal 
144 BADAN TELEKOMUNIKASI LAINNYA YTDL Normal 
145 BADAN TELEKOMUNIKASI TANPA KABEL Normal 
  
PENGUSAHA KENA PAJAK JENIS USAHA PERDAGANGAN 
1 OP PERDAGANGAN ECERAN KERTAS, KERTAS KARTON DAN BARANG DARI KERTAS/KARTON Normal 
2 OP PERDAGANGAN BESAR BERBAGAI MACAM BARANG PERDAGANGAN ECERAN, BUKAN MOBIL DAN MOTOR Normal 
3 OP PERDAGANGAN BESAR LOGAM DAN BIJIH LOGAM Normal 
4 OP PERDAGANGAN BESAR MESIN KANTOR DAN INDUSTRI, SUKU CADANG DAN PERLENGKAPANNYA Normal 
5 OP PERDAGANGAN BESAR MOBIL BARU Normal 
6 OP PERDAGANGAN BESAR PERALATAN DAN PERLENGKAPAN RUMAH TANGGA Normal 
7 OP PERDAGANGAN BESAR PERALATAN TELEKOMUNIKASI Normal 
8 OP 
PERDAGANGAN BESAR PRODUK LAINNYA TERMASUK BARANG SISA DAN POTONGAN YTDL 
PERDAGANGAN BESAR BERBAGAI MACAM BARANG 
Normal 
9 OP PERDAGANGAN ECERAN ALAT LABORATORIUM, FARMASI DAN KESEHATAN Normal 
10 OP PERDAGANGAN ECERAN ALAT OPTIK DAN PERLENGKAPANNYA Normal 
11 OP PERDAGANGAN ECERAN BAHAN BAKAR LAINNYA Normal 
12 OP PERDAGANGAN ECERAN BAHAN KONSTRUKSI DARI KAYU Normal 
13 OP PERDAGANGAN ECERAN BARANG FARMASI DI APOTIK Normal 
14 OP PERDAGANGAN ECERAN BARANG PERHIASAN Normal 
15 OP 
PERDAGANGAN ECERAN BERBAGAI MACAM BARANG YANG UTAMANYA BUKAN MAKANAN, MINUMAN 
ATAU TEMBAKAU DI TOSERBA (DEPARTMENT STORE) 
Normal 
16 OP PERDAGANGAN ECERAN BERBAGI MACAM BARANG YANG UTAMANYA MAKANAN, MINUMAN Normal 
17 OP PERDAGANGAN ECERAN FURNITUR Normal 
18 OP PERDAGANGAN ECERAN KERTAS, KERTAS KARTON DAN BARANG DARI KERTAS/KARTON Normal 




20 OP PERDAGANGAN ECERAN KOMPUTER DAN PERLENGKAPANNYA Normal 
21 OP PERDAGANGAN ECERAN KOPI, GULA PASIR DAN GULA MERAH Normal 
22 OP PERDAGANGAN ECERAN PAKAIAN Normal 
23 OP PERDAGANGAN ECERAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN RUMAH TANGGA LAINNYA DALAM Normal 
24 OP PERDAGANGAN ECERAN PERALATAN LISTRIK RUMAH TANGGA DAN PERALATAN PENERANGAN Normal 
25 OP PERDAGANGAN ECERAN PERLENGKAPAN RUMAH TANGGA DARI TEKSTIL Normal 
26 OP PERDAGANGAN ECERAN SEMEN, KAPUR, PASIR DAN BATU Normal 
27 OP PERDAGANGAN ECERAN SEPEDA MOTOR BARU Normal 
28 OP PERDAGANGAN ECERAN TEKSTIL Normal 
29 BADAN PERDAGANGAN BESAR ALAS KAKI Normal 
30 BADAN PERDAGANGAN BESAR ALAT LABORATORIUM, FARMASI DAN KEDOKTERAN Normal 
31 BADAN PERDAGANGAN BESAR ALAT OLAHRAGA Normal 
32 BADAN 
PERDAGANGAN BESAR ALAT TRANSPORTASI DARAT (BUKAN MOBIL, SEPEDA MOTOR, DAN SEJENISNYA), 
SUKU CADANG DAN PERLENGKAPANNYA 
Normal 
33 BADAN PERDAGANGAN BESAR ALAT TRANSPORTASI LAUT, SUKU CADANG DAN PERLENGKAPANNYA Normal 
34 BADAN PERDAGANGAN BESAR ALAT TULIS DAN GAMBAR Normal 
35 BADAN PERDAGANGAN BESAR ATAS DASAR BALAS JASA (FEE) ATAU KONTRAK Normal 
36 BADAN PERDAGANGAN BESAR BAHAN BAKAR PADAT, CAIR DAN GAS DAN PRODUK YBDI Normal 
37 BADAN PERDAGANGAN BESAR BAHAN DAN BARANG KIMIA DASAR Normal 
38 BADAN PERDAGANGAN BESAR BAHAN KONSTRUKSI DARI KAYU Normal 
39 BADAN PERDAGANGAN BESAR BAHAN KONSTRUKSI LAINNYA Normal 
40 BADAN PERDAGANGAN BESAR BAHAN MAKANAN DAN MINUMAN HASIL PERTANIAN LAINNYA Normal 
41 BADAN PERDAGANGAN BESAR BARANG LOGAM UNTUK BAHAN KONSTRUKSI Normal 
42 BADAN PERDAGANGAN BESAR BARANG PERCETAKAN DAN PENERBITAN DALAM BERBAGAI BENTUK Normal 
43 BADAN PERDAGANGAN BESAR BERAS Normal 
44 BADAN PERDAGANGAN BESAR BERBAGAI BARANG DAN PERLENGKAPAN RUMAH TANGGA LAINNYA YTDL Normal 
45 BADAN PERDAGANGAN BESAR BERBAGAI MACAM BARANG PERDAGANGAN ECERAN, BUKAN MOBIL DAN MOTOR Normal 
46 BADAN PERDAGANGAN BESAR BERBAGAI MACAM MATERIAL BANGUNAN Normal 
47 BADAN PERDAGANGAN BESAR BINATANG HIDUP Normal 
48 BADAN PERDAGANGAN BESAR BUNGA DAN TUMBUHAN Normal 
49 BADAN PERDAGANGAN BESAR CAT Normal 
50 BADAN PERDAGANGAN BESAR FARMASI Normal 
51 BADAN PERDAGANGAN BESAR HASIL OLAHAN PERIKANAN Normal 
52 BADAN PERDAGANGAN BESAR HASIL PERIKANAN Normal 
53 BADAN PERDAGANGAN BESAR HASIL PERTANIAN DAN HEWAN HIDUP LAINNYA Normal 
54 BADAN PERDAGANGAN BESAR KOMPUTER DAN PERLENGKAPAN KOMPUTER Normal 
55 BADAN PERDAGANGAN BESAR KOPI, TEH DAN KAKAO Normal 
56 BADAN PERDAGANGAN BESAR KOSMETIK Normal 
57 BADAN PERDAGANGAN BESAR KULIT DAN KULIT JANGAT Normal 
58 BADAN PERDAGANGAN BESAR MAKANAN DAN MINUMAN LAINNYA Normal 
59 BADAN PERDAGANGAN BESAR MESIN KANTOR DAN INDUSTRI, SUKU CADANG DAN PERLENGKAPANNYA Normal 
60 BADAN PERDAGANGAN BESAR MESIN, PERALATAN DAN PERLENGKAPAN LAINNYA Normal 
61 BADAN PERDAGANGAN BESAR MINUMAN NON ALKOHOL BUKAN SUSU Normal 
62 BADAN PERDAGANGAN BESAR OBAT TRADISIONAL Normal 
63 BADAN PERDAGANGAN BESAR PADI DAN PALAWIJA Normal 
64 BADAN PERDAGANGAN BESAR PAKAIAN Normal 
65 BADAN PERDAGANGAN BESAR PERALATAN DAN PERLENGKAPAN RUMAH TANGGA Normal 
66 BADAN PERDAGANGAN BESAR PERLENGKAPAN ELEKTRONIK Normal 




68 BADAN PERDAGANGAN BESAR PUPUK DAN PRODUK AGROKIMIA Normal 
69 BADAN PERDAGANGAN BESAR SEMEN, KAPUR, PASIR DAN BATU Normal 
70 BADAN PERDAGANGAN BESAR SEPEDA MOTOR BARU Normal 
71 BADAN PERDAGANGAN BESAR SUKU CADANG DAN AKSESORI MOBIL Normal 
72 BADAN PERDAGANGAN BESAR SUKU CADANG SEPEDA MOTOR DAN AKSESORINYA Normal 
73 BADAN PERDAGANGAN BESAR TEKSTIL Normal 
74 BADAN PERDAGANGAN BESAR TEKSTIL, PAKAIAN DAN ALAS KAKI LAINNYA Normal 
75 BADAN PERDAGANGAN ECERAN ALAT FOTOGRAFI DAN PERLENGKAPANNYA Normal 
76 BADAN PERDAGANGAN ECERAN ALAT TELEKOMUNIKASI Normal 
77 BADAN PERDAGANGAN ECERAN ALAT TULIS MENULIS DAN GAMBAR Normal 
78 BADAN PERDAGANGAN ECERAN ALAT-ALAT PERTANIAN Normal 
79 BADAN PERDAGANGAN ECERAN ATAS DASAR BALAS JASA (FEE) ATAU KONTRAK Normal 
80 BADAN PERDAGANGAN ECERAN BAHAN BAKAR KENDARAAN DI SPBU Normal 
81 BADAN PERDAGANGAN ECERAN BAHAN DAN BARANG KONSTRUKSI LAINNYA Normal 
82 BADAN PERDAGANGAN ECERAN BAHAN KIMIA Normal 
83 BADAN PERDAGANGAN ECERAN BAHAN KONSTRUKSI DAN SANITASI BEKAS Normal 
84 BADAN PERDAGANGAN ECERAN BARANG FARMASI BUKAN DI APOTIK Normal 
85 BADAN PERDAGANGAN ECERAN BARANG LOGAM UNTUK BAHAN KONSTRUKSI Normal 
86 BADAN PERDAGANGAN ECERAN BARANG PECAH BELAH DAN PERLENGKAPAN DAPUR DARI PLASTIK Normal 
87 BADAN PERDAGANGAN ECERAN BERBAGAI MACAM BARANG YANG UTAMANYA MAKANAN, MINUMAN Normal 
88 BADAN PERDAGANGAN ECERAN BERBAGAI MACAM MATERIAL BANGUNAN Normal 
89 BADAN PERDAGANGAN ECERAN BERBAGI MACAM BARANG YANG UTAMANYA MAKANAN, MINUMAN Normal 
90 BADAN PERDAGANGAN ECERAN BUAH-BUAHAN Normal 
91 BADAN PERDAGANGAN ECERAN CAT, PERNIS DAN LAK Normal 
92 BADAN PERDAGANGAN ECERAN GAS ELPIJI Normal 
93 BADAN PERDAGANGAN ECERAN HASIL KEHUTANAN DAN PERBURUAN Normal 
94 BADAN PERDAGANGAN ECERAN HASIL PENCETAKAN DAN PENERBITAN Normal 
95 BADAN PERDAGANGAN ECERAN HASIL PERTANIAN LAINNYA Normal 
96 BADAN PERDAGANGAN ECERAN HASIL PETERNAKAN Normal 
97 BADAN PERDAGANGAN ECERAN IKAN HIAS Normal 
98 BADAN PERDAGANGAN ECERAN JAM Normal 
99 BADAN 
PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR BAHAN BAKAR MINYAK, GAS, MINYAK PELUMAS DAN 
BAHAN BAKAR LAINNYA 
Normal 
100 BADAN 
PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR BAHAN KIMIA, FARMASI, KOSMETIK DAN ALAT 
LABORATORIUM DAN YBDI YTDL 
Normal 
101 BADAN PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR SEPATU, SANDAL DAN ALAS KAKI LAINNYA Normal 
102 BADAN 
PERDAGANGAN ECERAN KELILING KERTAS, BARANG DARI KERTAS, ALAT TULIS, BARANG CETAKAN, ALAT 
OLAHRAGA, ALAT MUSIK, ALAT FOTOGRAFI DAN KOMPUTER 
Normal 
103 BADAN PERDAGANGAN ECERAN KELILING KOMODITI MAKANAN DARI HASIL PERTANIAN Normal 
104 BADAN 
PERDAGANGAN ECERAN KELILING KOMODITI MAKANAN, MINUMAN ATAU TEMBAKAU HASIL INDUSTRI 
PENGOLAHAN 
Normal 
105 BADAN PERDAGANGAN ECERAN KERTAS, KERTAS KARTON DAN BARANG DARI KERTAS/KARTON Normal 
106 BADAN PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS BARANG BARU LAINNYA YTDL Normal 
107 BADAN PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS PERALATAN AUDIO DAN VIDEO DI TOKO Normal 
108 BADAN PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS PERALATAN OLAHRAGA DI TOKO Normal 
109 BADAN PERDAGANGAN ECERAN KOSMETIK Normal 
110 BADAN 
PERDAGANGAN ECERAN LAINNYA BUKAN YANG TERCAKUP PADA KELOMPOK 47721 S.D. 
47727 
Normal 
111 BADAN PERDAGANGAN ECERAN MAKANAN LAINNYA Normal 




113 BADAN PERDAGANGAN ECERAN MESIN PERTANIAN DAN PERLENGKAPANNYA Normal 
114 BADAN PERDAGANGAN ECERAN MINUMAN BERALKOHOL Normal 
115 BADAN PERDAGANGAN ECERAN MINUMAN TIDAK BERALKOHOL Normal 
116 BADAN PERDAGANGAN ECERAN MINYAK PELUMAS DI TOKO Normal 
117 BADAN PERDAGANGAN ECERAN MINYAK TANAH Normal 
118 BADAN PERDAGANGAN ECERAN MOBIL BARU Normal 
119 BADAN PERDAGANGAN ECERAN MOBIL BEKAS Normal 
120 BADAN PERDAGANGAN ECERAN PADI DAN PALAWIJA Normal 
121 BADAN PERDAGANGAN ECERAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN RUMAH TANGGA LAINNYA DALAM Normal 
122 BADAN PERDAGANGAN ECERAN PERALATAN LISTRIK RUMAH TANGGA DAN PERALATAN PENERANGAN Normal 
123 BADAN PERDAGANGAN ECERAN PERALATAN VIDEO GAME DAN SEJENISNYA Normal 
124 BADAN PERDAGANGAN ECERAN PIRANTI LUNAK (SOFTWARE) Normal 
125 BADAN PERDAGANGAN ECERAN PREMIUM, PREMIX DAN SOLAR DI TOKO Normal 
126 BADAN PERDAGANGAN ECERAN PUPUK DAN PEMBERANTAS HAMA Normal 
127 BADAN PERDAGANGAN ECERAN SEPATU, SANDAL DAN ALAS KAKI LAINNYA Normal 
128 BADAN PERDAGANGAN ECERAN SEPEDA MOTOR BARU Normal 
129 BADAN PERDAGANGAN ECERAN SUKU CADANG DAN AKSESORI MOBIL Normal 
130 BADAN PERDAGANGAN ECERAN SUKU CADANG SEPEDA MOTOR DAN AKSESORINYA Normal 
131 BADAN PERDAGANGAN ECERAN TANAMAN HIAS, BIBIT BUAH-BUAHAN DAN TANAMAN OBAT Normal 
 
